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ABSTRAK 
IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA 
MAKASSAR 
IMPLICATION OF IMPLEMENTATION OF ACT NO. 28 YEAR 2009 
REGARDING REGIONAL TAXES AND REGIONAL REGULATIONS ON THE 
IMPROVEMENT OF INCOME OF ORIGINAL REGIONS AND THE ECONOMIC 
GROWTH OF MAKASSAR CITY 
Muh. Ilham 
Sultan Suhab 
Sri Undai Nurbayani 
Penelitian ini di beri judul “Implikasi penerapan undang-undang No. 28 
Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terrdahap peningkatan 
pendpatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar” . Tujuan 
penelitian ini adalah membandingkan pajak daerah dan retribusi daerah sebelum 
dan sesudah diterapkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 serta mengetahui 
tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif  dan analisis perbandingan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa penambahan objek pajak 
daerah dan retribusi daerah, serta adanya perbedaan rasio kontribusi pajak 
daerah yaitu 64.43% sebelum diterapkan sedangkan lebih baik setelah 
diterapkan yaitu 75.07%, untuk rasio kontribusi retribusi daerah yaitu 27.28% 
sebelum diterapkan sedangkan tidak lebih baikn setelah diterapkan yaitu 
14.23%, untuk pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sebelum di terapkannya 
9.15% sedangkan setelah diterapkan tidak lebih baik yaitu 8.65% 
 




This study titled "Implications of the application of the law No. 28 of 2009 
on local taxes and levies to increase local revenues and economic growth in 
Makassar ". The purpose of this study was to compare the local taxes and levies 
applied before and after the law No. 28 of 2009 as well as determine the level of 
economic growth in Makassar. The analytical method used in this research is 
descriptive analysis method and comparative analysis. These results indicate the 
existence of several additional objects of local taxes and levies, as well as 
differences in the ratio of local tax contributions is 64.43% before being applied 
while better after applied is 75.07%, for the contribution ratio levies is 27.28% 
before it is applied while no more baikn after applied is 14.23%, for the economic 
growth of Makassar before applying 9.15% whereas after applied is not better, 
namely 8.65% 
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1.1. Latar Belakang 
Pembangunan nasional harus diawali dengan pembangunan pondasi 
ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Melihat kondisi 
ekonomi Indonesia, pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu faktor yang  
sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian, oleh karena itu 
pemerintah dan swasta berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui 
penghimpunan dana yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yaitu 
dengan meningkatkan dan menstabilitaskan sektor pajak dan retribusi. Untuk itu 
pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang 
keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan 
adanya penerimaan yang kuat 
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mampu 
mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan daerah. Untuk itu daerah 
diwajibkan menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama yang berasal 
dari Pendapatan Asli Daerah. Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan 
mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah 
dan pemerintah harus cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai 
motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan 
potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin 





pajak dan retribusi. Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti 
sekarang ini, fungsi dan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan 
negara terasa sangat penting. Kemandirian ini berupa kemandirian dalam 
perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah 
Dalam era otonomi daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan 
yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini 
berarti, idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi 
ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang 
salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli 
daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah. 
Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber 
keuangan secara maksimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 
pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan perekonomian. Tentu saja dalam koridor peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi 
daerah yang menjadi unsur pendapatan asli daerah yang paling utama. 
Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah 
agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah 
dan retribusi daerah, maka Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan 
perpajakan daerah, diantaranya adalah dengan menetapkan Undang-Undang 
No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diharapkan 
dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan 
kemandirian daerah. Dalam UU tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah 
menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 





daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) 
dalam penerapan tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah untuk 
kemudian dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan 
keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan 
potensi daerah. 
Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah merupakan langkah strategis dalam upaya memberikan 
kewenangan yang lebih luas kepada daerah di bidang perpajakan daerah (local 
taxing power). Keberadaan UU No. 28 Tahun 2009 diharapkan akan dapat 
memberikan ruang gerak yang lebih longgar bagi daerah untuk melakukan 
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai potensi dan kondisi 
masing-masing daerah. Akan tetapi permasalahan yang terjadi pada Kantor 
Dinas Pendapatan Daerah bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 28 
tahun 2009 belum dilakukan secara optimal, dan masih menimbulkan berbagai 
permasalahan yang harus dicarikan solusinya. 
Namun demikian, harus diakui bahwa setelah lebih dari dua tahun sejak 
diundangkan, penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini masih 
menghadapi berbagai masalah, seperti pemahaman dan penafsiran daerah yang 
masih beragam dan mengakibatkan ketentuan objek, tarif, nilai perolehan, 
batasan/ definisi pajak yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 belum dapat 
diimplementasikan, keterbatasan kemampuan aparat Pemerintah Daerah dalam 
menyusun Perda PDRD, serta kurangnya kesiapan Pemerintah Daerah dalam 
mengelola jenis pajak baru akibat belum tersedianya sarana dan prasarana 
termasuk sistem, organisasi dan SOP, minimnya kompetensi SDM untuk 





pemutakhiran data objek, subjek, wajib pajak, dan piutang, dan kurangnya 
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kondisi demikian mengakibatkan 
implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum mampu 
meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
secara signifikan. Berikut Data Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Sebelum 
Diterapkan  Pajak UU. No 28 Tahun 2009 Periode 2006-2009 Di Kota Makassar : 
Tabel 1.1.  Data Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Sebelum 
Diterapkan UU. No 28 Tahun 2009 Kota Makassar (2006-2009) 
 








2006 77.878.472.000 37.066.086.000 - - 
2007 85.996.524.000 37.972.420.000 10,42% 2,45% 
2008 98.318.894.000 40.966.228.000 14,33% 7,88% 
2009 115.223.339.000 39.980.839.000 17,20% -2,40% 
Average 125.805.743.000 51.995.191.000 13.98% 2,64% 
  Sumber : BPS Kota Makassar, 2015 
Berdasarkan tabel 1.1 data penerimaan pajak dan retribusi daerah 
sebelum diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009, mengalami peningkatan. Hal ini 
dapat kita lihat pada tahun 2006-2009 pajak daerah mengalami peningkatan 
rata-rata 13,98% di mana pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 
tahun 2007 pajak mengalami peningkatan sebesar 10,42%. Selanjutnya pada 
tahun 2008 pajak mengalami peningkatan sebesar 14,33% dan naik lagi pada 
tahun 2009 sebesar 17,20%. Peningkatan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2009 





Retribusi daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,64%. 
Penerimaan retribusi di Kota Makassar meningkat dari tahun 2007-2008, sebesar 
2,45% di tahun 2007 dan 7,88% di tahun 2008. Barulah setelah tahun 2009 
retribusi mengalami penurunan sebesar -2,40%. Dengan demikian dapat 
diketahui bahwa peningkatan retribusi tertinggi terjadi pada tahun 2008 dan 
terendah pada tahun 2009. 
Tabel 1.2.  Data Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Setelah Diterapkan 
UU. No 28 Tahun 2009 Kota Makassar (2011-2014) 
 







2011 270.547.822.000 62.043.148.000 - - 
2012 388.445.925.000 69.257.410. 000 43,58% 11.63% 
2013 518.703.083.000 79.630.937.000 33,53% 14,98% 
2014 562.613.070.000 115.913.121.000 8,47% 45,56% 
Average 450.621.325.000 108.948.205.000 28,53% 24,06% 
 Sumber : BPS Kota Makassar, 2015 
Berdasarkan tabel 1.2 data penerimaan pajak dan retribusi daerah 
setelah diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009, mengalami peningkatan dan 
penurunan. Hal ini dapat kita lihat pada tahun 2011-2014 pajak mengalami 
average 28,53%. Setiap tahunnya dari tahun 2012-2014 persentase peningkatan 
pajak mengalami penurunan. Di tahun 2012 pajak mengalami peningkatan 
sebesar 43,58%, angka ini lebih besar dari tahun-tahun selanjutnya, yakni tahun 
2013 dan 2014. Pada tahun 2013 peningkatan pajak hanya sebesar 33,53% dan 
menurun drastis di tahun 2014 sebesar 8,47%. Retribusi mengalami hal 





signifikan. Pada tahun 2012 retribusi mengalami peningkatan sebesar 11,63% 
dan disusul tahun 2013 sebesar 14,98%. Peningkatan dari tahun tahun 2012 ke 
tahun 2013 tidak begitu besar hanya memiliki rasio peningkatan sebesar 3,35%. 
Sedangkan di tahun 2014 retribusi mengalami peningkatan yang sangat besar 
45,56%, angka ini sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebab 
rasio peningkatannya sebesar 30.58%, bahkan lebih besar dari jumlah yang 
diperoleh tahun 2012 dan 2013. 
Dari kedua data tersebut yakni, data sebelum dan sesudah diterapkannya 
Pajak dan  Retribusi  Daerah UU No. 28 Tahun 2009 menunjukkan trend 
pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Secara average 
persentase penerimaan pajak dan retribusi daerah setelah penerapan UU No. 28 
Tahun 2009 lebih besar yakni pajak memiliki average sebanyak 28,53% dan 
retribusi sebanyak 24,06 %, dibandingkan sebelum penerapan UU No. 28 Tahun 
2009 tersebut pajak mengalami average sebanyak 13,98% dan retribusi 
sebanyak 2,64%. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diterapkannya UU No. 28 
Tahun 2009 kesadaran membayar pajak di Kota Makassar semakin membaik. 
Dengan demikian tujuan dari pembuatan UU No. 28 Tahun 2009 telah tercapai, 
sehingga dari peningkatan tersebut dapat meningkatkan keuangan daerah  
dalam hal ini adalah PAD yang akan berdampak pada pengeluaran pemerintah. 
Salah satu Instrument utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran 
pemerintah dan PAD, pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu 
komposisi dari instrumen kebijakan fiskal, penerimaan asli daerah  berasal dari 
pajak dan retribusi yang di perolehnya. Perubahan komposisi pajak dan retribusi 
akan mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah, sehingga dengan  
pengeluaran pemerintah bila disalurkan secara tepat akan meningkatkan 





Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk 
mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan 
(berupa pajak dan retribusi) pemerintah. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan memilih judul penelitian sebagai berikut: “Implikasi Penerapan 
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar” 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah:  
1. Adakah Perubahan objek pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan  
Setelah penerapan Undang-Undang No.28 tahun 2009? 
2. Seberapa besar Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan  
setelah penerapan Undang-Undang No.28 tahun 2009? 
3. Bagaimana efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan 
setelah penerapan Undang-Undang No.28 tahun 2009? 
4. Bagaimana tingkat Kemandirian fiskal daerah sebelum dan setelah 
penerapan Undang-Undang No.28 tahun 2009? 
5. Berapa tingkat Pertumbuhan ekonomi daerah sebelum dan setelah 








1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang dikemukakan dari penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui  
1. Untuk mengetahui perubahan objek pajak daerah dan retribusi daerah 
sebelum dan  Setelah penerapan Undang-Undang No.28 tahun 2009 
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan  
setelah penerapan Undang-Undang No.28 tahun 2009 
3. Untuk mengetahui efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan 
setelah penerapan Undang-Undang No.28 tahun 2009 
4. Untuk mengetahui Kemandirian fiskal daerah sebelum dan setelah 
penerapan Undang-Undang No.28 tahun 2009 
5. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah sebelum dan setelah 
















2.1. Tinjauan Teoritis 
2.1.1. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 
Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah telah diganti sebanyak 
dua kali. Yang pertama pada tahun 2000 dan yang ke dua pada tahun 2009. 
Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan 
sejumlah kekuasaan/ kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 
di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor 
pendukung.  
Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan 
keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk 
membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya. Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
merupakan langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan 
desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih ideal. 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah telah disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai 
berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Undang-undang ini mengatur 
sebelas jenis pajak untuk Pemerintah Kab/Kota dan lima jenis pajak untuk 
Pemerintah Provinsi. Penambahan jenis pajak, perluasan basis pajak, dan 
keleluasaan penetapan tarif pajak diharapkan akan memberikan dampak positif 





dua tahun sejak diundangkan. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 ini masih menghadapi berbagai masalah, seperti pemahaman dan 
penafsiran daerah yang masih beragam dan mengakibatkan ketentuan objek, 
tarif, nilai perolehan, batasan/ definisi pajak yang diatur dalam UU Nomor 28 
tahun 2009 belum dapat diimplementasikan dengan baik oleh beberapa daerah.  
Optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk 
meningkatkan pendapatan daerah. Sebagai salah satu bagian dari continuous 
improvement, maka Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 
baru ini setidaknya memperbaiki 3 (tiga) hal pokok, yaitu penyempurnaan sistem 
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian kewenangan yang 
lebih besar kepada Daerah di bidang perpajakan daerah (Local faxing 
empowerment), serta peningkatan efektifitas pengawasan. 
2.1.2.  Pendapatan Asli Daerah 
Pembangunan daerah yang makmur, adil, dan sejahtera merupakan 
kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan 
tersebut tentunya dibutuhkan pembiayaan yang jumlahnya tidaklah sedikit. Oleh 
karena itu, pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan 
sendiri untuk memenuhi kebutuhan daerah sehingga pada akhirnya pemerintah 
daerah tidak lagi tergantung pada subsidi dari pemerintah pusat. Pendapatan asli 
daerah merupakan salah satu sumber keuangan yang potensial bagi 
pembangunan (Saragih, 1996). 
Menurut Soemitro (1977), pendapatan adalah hasil penjualan barang dan 
jasa yang merupakan pendapatan yang diterima sebagai balas jasa oleh 





Poerwadarminta (1995), mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil 
pencarian (usaha dan sebagainya) atau perolehan atau sesuatu yang didapatkan 
yang sedianya belum ada. Suparmoko (1982), berpendapat bahwa penerimaan 
pemerintah dapat diartikan sebagai penerimaan dalam arti yang seluas-luasnya 
yaitu meliputi penerimaan yang diperoleh dari hasil-hasil penjualan barang dan 
jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah. 
Kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh tersedianya sumber-
sumber pajak (tax objects) dan tingkat hasil dari objek tersebut, tingkat hasil 
tersebut ditentukan oleh sejauh mana sumber pajak (tax bases) responsif 
terhadap kekuatan yang mempengaruhi objek pengeluaran seperti inflasi, 
pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan 
berkorelasi dengan tingkat pelayanan baik secara kuantitatif maupun kualitatif 
(Devas,1989). 
Kaho (1988), berpendapat bahwa salah satu kriteria penting untuk 
mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus 
rumah tangganya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. 
Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur 
tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti bahwa 
dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya faktor keuangan daerah lebih 
dominan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya Kaho 
mengemukakan bahwa uang adalah alat untuk mengukur uang dan jasa, alat 
untuk menukar barang dan jasa dan alat penabung. Selain sebagai alat 
pengukur, penukar dan penabung. Uang menduduki posisi yang sangat penting 





yang sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan-kemungkinan 
kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. 
Posisi keuangan memiliki posisi yang sangat penting artinya sebagai alat 
penyelenggara otonomi daerah, maka oleh karena itu tanpa pengelolaan yang 
memadai, pemerintah daerah tidak akan mampu menjalankan fungsinya dengan 
baik. Kaho, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat 
melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup 
untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah 
merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan 
daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. 
Menurut Widjaya (1972), pendapatan asli daerah merupakan salah satu 
modal dasar pemerintah daerah dalam, mendapatkan dana pembangunan dan 
memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah 
guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah 
tingkat atas (subsidi). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah semua 
penerimaan daerah yang merupakan hasil usaha sendiri dalam mendapatkan 
pembangunan untuk memperkecil ketergantungan terhadap subsidi pemerintah 
pusat dan tingkat satu.  
Sebagai pendapatan asli daerah yang penting dan strategis dalam 
kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah dituntut untuk 
selalu mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah yang merupakan 
cermin dari keikutsertaan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan 





Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber 
pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 79 undang-
undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 
79 UU 22/1999 disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah 
yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan 
masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. 
Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 (pasal 157) tentang 
pemerintah daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli 
daerah: (a) Pajak daerah: pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan 
sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. 
Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada 
pada daerah dan pembangunan daerah. Contoh: pajak kendaraan bermotor, 
pajak hotel dan restoran, (b) Retribusi: pembayaran kepada negara yang 
dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi 
daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat 
pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang 
diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: 
retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, (c) Perusahaan milik daerah adalah 
kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan 
umum dan memupuk pendapatan yang bertujuan untuk turut serta 
melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan 
rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan 
kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur, (d) Pendapatan daerah yang 
sah, pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula 
sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, 





daerah tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil 
penjualan alat berat dan bahan jasa, bunga simpanan giro dan bank serta 
penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber 
penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.    
 
2.1.2.1. Pajak 
2.1.2.1.1. Definisi Pajak 
Secara umum pajak dapat didefinisikan sebagai pungutan dari 
masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat 
dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak 
mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang 
hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsurunsur 
sebagai berikut: (a) Pungutan dari masyarakat oleh negara, (b) Berdasarkan 
undang-undang, (c)Tanpa kontra prestasi atau balas jasa dari negara yang 
secara langsung dapat ditunjuk, dan (d) Digunakan untuk membiayai rumah 
tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi 
masyarakat luas.  
Dari definisi di atas, selain unsur-unsur pajak, dapat terlihat pula adanya 
dua fungsi pajak, yaitu: (a) Fungsi Penerimaan (Budgeter), yaitu sebagai alat 
atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas 
negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara (pengeluaran rutin 





mengatur guna tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan pemerintah. 
Pajak, seperti custom duties/tarif (bea masuk), digunakan untuk mendorong atau 
melindungi (memproteksi) produksi dalam negeri, khususnya untuk melindungi 
infant industry dan/atau industri-industri yang dinilai strategis oleh pemerintah, (c) 
Fungsi Stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah pusat memiliki dana 
untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga 
sehingga inflasi dapat dikendalikan.  
Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang 
di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien, 
(d) Fungsi Redistribusi Pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut akan 
digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk 
membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang 
pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan 
mengurangi angka kemiskinan.  
Selain itu, pajak juga dapat digunakan justru untuk menghambat atau 
mendistorsi suatu kegiatan perdagangan. Misalnya di saat terjadi kelangkaan 
minyak goreng, pemerintah mengenakan pajak ekspor yang tinggi guna 
membatasi atau mengurangi ekspor kelapa sawit. Pemerintah juga mengenakan 
excise (cukai) terhadap barang dan atau jasa tertentu yang mempunyai 
eksternalitas negatif dengan tujuan mengurangi atau membatasi produksi dan 
konsumsi barang dan atau jasa tersebut.  
Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip 
yang harus diperhatikan. Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005), banyak 
pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan yang harus 





para ahli tersebut, yang paling terkenal adalah four maxims dari Adam Smith 
yang mengemukakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas 
empat asas, yaitu: (a) Prinsip kesamaan/keadilan (equity), artinya bahwa beban 
pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak, (b) Prinsip 
kepastian (certainty). Pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib 
pajak sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan 
administrasi pemerintah sendiri, (c) Prinsip kecocokan/kelayakan (convenience). 
Pajak jangan terlalu menekan seorang wajib pajak, sehingga wajib pajak dengan 
suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah, (d) 
Prinsip ekonomi (economy). Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang 
minimal, dalam artian bahwa jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar 
dari pada jumlah penerimaan pajaknya.  
Menurut Mardiasmo (2002), di samping penggunaan prinsip di atas, 
terdapat dua pendekatan yang lebih mudah dilaksanakan yaitu benefit approach 
dan ability to pay approach. (a) Benefit approach, dengan kata lain adalah prinsip 
pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh seorang wajib 
pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah, (b) Ability to pay approach, 
disebut pula dengan prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan 
daya pikul seorang wajib pajak. Dengan kata lain ialah bahwa seorang wajib 
pajak akan dikenai beban pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar 
pajak.  
Kedua pendekatan di atas adalah berdasarkan atas prinsip kesamaan 
(equity), dimana prinsip kemanfaatan (benefit principle) berdasarkan atas 
kesamaan manfaat yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan pajak yang 





berdasarkan atas kesamaan pengorbanan yang sesuai dengan kemampuan 
seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Untuk mengukur kemampuan 
membayar pajak dapat dilihat dari tingkat pendapatan seorang wajib pajak. 
Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005), berdasarkan lembaga pemungutannya, 
pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Pajak Pusat, adalah pajak yang 
dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 
negara. Pajak pusat terdiri dari: (a) Pajak Penghasilan (PPh), (b) Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), (c) 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan (d) Bea Materai. 2.Pajak Daerah, adalah 
pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai 
rumah tangga daerah.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, 
yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai 
dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak 
daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang 
bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 
beberapa pajak yang dikelola oleh provinsi dan kabupaten/kota. Pajak Propinsi 
terdiri dari: (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, (b) Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, (c) Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor, dan (d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air 
Bawah Tanah dan Air Permukaan. (e). Pajak Rokok Sedangkan pajak 
kabupaten/kota terdiri dari, (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c) Pajak 
Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan, (f) Pajak Mineral 





Burung Walet (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (k) Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud 
dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pembangunan daerah. Dari definisi tersebut jelas bahwa pajak daerah 
merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) 
tanpa kecuali. Ditegaskan pula bahwa hasil dari pajak daerah ini diperuntukkan 
bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.  
Berdasarkan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah (perda) untuk 
memungut pajak dan retribusi di daerahnya masing-masing. Akan tetapi, perda-
perda yang akan dikeluarkan oleh pemda tentu tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk terhadap Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009.  
Menurut Saragih (2003), di samping jenis atau objek pajak daerah seperti 
yang telah disebutkan sebelumnya, daerah juga diberi keleluasaan atau peluang 
untuk menciptakan pajak daerah lainnya asal sesuai dengan ketentuan undang-
undang yang berlaku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan 
pajak baru adalah sebagai berikut: (a) Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi, 
(b) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan 





perekonomian, (e) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, 
(f) Menjaga kelestarian lingkungan hidup. 
 
2.1.2.2.  Retribusi Daerah 
2.1.2.2.1.  Definisi Retribusi Daerah 
Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup 
potensial. Retribusi daerah merupakan jenis pendapatan yang dipungut 
berdasarkan balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Disamping itu, 
pelaksanaan pungutan retribusi daerah dapat dilakukan seluas-luasnya tanpa 
ada batasan yang ketat dari pemerintah pusat, sepanjang pemerintah daerah 
dapat menyediakan jasa untuk mengadakan pungutan. 
Sejalan dengan hal itu, maka Widjaya (1972) mengemukakan bahwa 
retribusi merupakan harga dari suatu pelayanan langsung dari pemerintah 
daerah dengan memperhatikan kualitas pelayanannya yang harus baik dan perlu 
ditingkatkan sesuai besarnya retribusi yang ditarik. Objek retribusi adalah 
berbagai jenis jasa tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah 
daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut 
retribusinya, namun hanya jenis jasa tertentu menurut pertimbangan sosial atau 
ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. 
Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dengan 
demikian, retribusi daerah merupakan pendapatan atau pungutan daerah 
sebagai pembiayaan atau pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan 





dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh 
pemerintah daerah secara langsung kepada objek retribusi. 
Suparmoko (1982), mengemukakan bahwa retribusi daerah adalah suatu 
pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya 
hubungan antara saja langsung yang diterima dengan adanya pembayaran 
retribusi tersebut. Selanjutnya Kunardjo (1996), berpendapat bahwa retribusi 
daerah adalah pungutan uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena 
memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah dan berdasarkan 
peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah.  
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, (a) adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah). Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut 
Retribusi, (b) adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Pasal 1 Angka 
26 UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 
1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Retribusi Daerah, yang 
selanjutnya disebut Retribusi, (c) adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran 
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 






Dengan melihat pendapat yang telah dikemukakan diatas, nampak bahwa 
retribusi mempunyai unsur-unsur pokok sebagai berikut: retribusi dipungut 
negara, adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam 
pungutan terdapat paksaan secara ekonomis, retribusi dikenakan pada setiap 
orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh negara, yang 
pembayarannya dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan.  
Jadi jelas, bahwa para objek retribusi mendapat jasa langsung dari 
negara, orang-orang yang tidak menggunakan jasa objek retribusi pemerintah 
yang telah disediakan tidak diwajibkan membayar retribusi. Retribusi ini 
berdasarkan atas peraturan yang berlaku, yakni dalam bentuk peraturan daerah 
dan untuk mentaatinya yang berkepentingan mendapat paksaan ekonomi yaitu 
barang siapa yang ingin menggunakan/mendapatkan jasa tertentu dari 
pemerintah maka ia wajib membayarnya. Pembayaran inilah yang disebut 
retribusi (Astuti, 2006). 
2.1.2.2.2.  Klasifikasi Retribusi Daerah 
Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah terdiri dari : (a) Retribusi jasa umum: retribusi pelayanan kesehatan, 
retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak 
kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman 
dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi 
pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan 
alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi 
penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, 
retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi 





pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi 
tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi 
tempat  penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi 
pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi 
penyeberangan di air; dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. 
Slamet Soelarno (1999), menyatakan bahwa beberapa hal yang ikut 
melatar belakangi keberadaan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli 
daerah dapat dilihat dari berbagai sudut, antara lain: (a) Dari sudut administrasi: 
pemungutan retribusi daerah berdasarkan pengalaman yang berlaku selama ini 
bersifat lebih sederhana, mudah dan cepat terhimpun, yang diberikan kepada 
daerah dan yang dibutuhkan oleh daerah. Hal ini karena umumnya terkait pada 
pelayanan yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat sesuai dengan 
permohonannya, (b) Dari sudut perkembangan ekonomi: perkembangan 
ekonomi yang lebih pesat jelas membawa dampak yang lebih baik pula pada 
kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang lebih baik jelas akan 
menimbulkan kebutuhan yang lebih meningkat. Ini berarti memerlukan pelayanan 
yang lebih baik pula. Dari sinilah dapat digali sumber pendapatan berupa 
retribusi maupun pungutan bukan pajak lainnya. 
 Batasan pengertian penerimaan retribusi daerah selanjutnya disebut 
retribusi adalah realisasi keseluruhan unit-unit pendapatan dari sumber pungutan 
yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah 
Kota Makassar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
2.1.3.  Pengeluaran Pemerintah  
Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun 





berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat 
melalui bermacam – macam program. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar 
dikelompokkan ke dalam dua golongan sebagai berikut : (a) Pengeluaran Rutin 
Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya 
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan 
roda pemerintahan, yang terdiri dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran 
gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk 
pembelian barang - barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah 
sehari – hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja 
pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan 
pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk 
perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, (b) Pengeluaran 
Pembangunan, Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang 
dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka 
menambah modal mayarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan 
jalan, jembatan, sekolah dan ruman sakit. Sedangkan pembangunan non fisik 
seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. 
 Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena 
menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. 
Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang 
dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan 







2.1.3.1. Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro 
Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah menyangkut faktor-faktor 
yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara 
permintaan dan penawaran barang publik menentukan jumlah barang publik 
yang disediakan yang selanjutnya akan menimbulkan permintaan terhadap 
barang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu: 
(a) Perubahan permintaan akan barang publik, (b) Perubahan dari aktivitas 
pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan perubahan dari kombinasi 
faktor produksi yang digunakan, (c) Perubahan kualitas barang publik, (d) 
Perubahan harga faktor-faktor produksi (Guritno : 1993). 
2.1.3.2.  Pengeluaran Pemerintah Secara Makro 
  Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah 
Y= C+I+G. Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) merupakan 
pengeluaran konsumsi dan (G) adalah Pengeluaran pemerintah. Dengan 
membandingkan nilai (G) terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat 
diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam 
pembentukan pendapatan nasional. Menurut Keynes, untuk menghindari 
timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya untuk 
meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih 
tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi kecenderungan 
mengkonsumsi (C) dalam perekonomian. (Sadono Sukirno: 2000). 
Perpajakan dan pengeluaran pemerintah saling berkaitan dalam 





keseluruhan. Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi efek pengganda 
dari peningkatan pajak dan pemotongan pajak merupakan kebijakan dimana 
pemerintah melaksanakananggaran surplus dalam menekan pengeluaran 
pemerintah. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran, maka 
pemerintah mengoperasikan anggaran defisit dengan mengurangi pajak dan 
meningkatkan pengeluaran pemerintah.  
Suatu penurunan dalam pengeluaran pemerintah dan peningkatan dalam 
pajak dari aliran sirkulasi pendapatan nasional akan mengurangi permintaan 
agregat dan melalui proses pengganda (multiplier effect) akan memberikan 
penurunan tekanan inflasi ketika perekonomian mengalami peningkatan kegiatan 
yang berlebihan (over-heating). Sebaliknya adanya peningkatan dalam 
pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan 
(injection) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan 
permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan 
lapangan pekerjaan.  
2.1.3.3. Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD 
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan kegiatan 
ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan PDRB karena adanya kenaikan 
output secara agregat. Mengingat bahwa kegiatan ekonomi merupakan basis 
PAD, proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat akan 
meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan 
masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya 
akan menaikkan konsumsi dan tuntutan atas penyediaan sarana dan prasarana 
publik, dan pada akhirnya akan menaikkan PAD melalui sumber pajak daerah, 





jika dibelanjakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan publik yang ditujukan untuk 
pembangunan sarana dan prasarana publik, hal ini akan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan PAD. 
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi  
Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang 
dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi 
kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-
penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap 
berbagai tuntutan keadaan yang ada (Simon Kuznetz dalam Todaro, 2006). 
Menurut Robinson Tarigan (2004) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah 
pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu 
kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi di wilayah tersebut. 
Menurut pandangan kaum historis, diantaranya Friedrich List dan Rostow 
(1844), pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya 
perekonomian mulai dari perekonomian bersifat tradisional yang bergerak di 
sektor pertanian dimana produksi bersifat subsisten, hingga akhirnya menuju 
perekonomian modern yang didominasi oleh sektor industri manufaktur. Menurut 
Boediono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita 
dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output 
per kapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya 
(GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi 
dengan jumlah penduduk (Aditya, 2010). Menurut Nafziger (Aditya, 2010), 
pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan produksi suatu negara atau 





Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas 
Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow 
dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok 
barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang 
digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau 
berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang 
dicapai pada masa sebelumnya (Kuncoro, 2003). Sedangkan menurut 
Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah 
proses inovasi, dan pelakunya adalah inovator atau wiraswasta (entrepreneur). 
Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya 
inovasi oleh para entrepreneur. sedangkan dalam Todaro (2006) ada tiga faktor 
utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu : 
1.  Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah 
(lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human resources). 
Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di 
tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk 
memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai 
dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas 
sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. 
Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada 
peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak 
positif terhadap angka produksi. 
2.  Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan hal 





secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam 
merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja 
semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan 
meningkatkan potensi pasar domestiknya. 
3.  Kemajuan Teknologi. Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-
cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-
pekerjaan tradisional.  
Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni : 
a.  Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang 
dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang 
sama. 
b.  Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (labor saving) atau 
hemat modal (capital saving), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa 
dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama 
c.  Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan 
teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada 
secara lebih produktif. 
2.1.4.1. Hubungan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran umum dari hasil kerja 
pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selalu 
menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah 





nasional. Sektor pajak memegang peranan dalam perekonomian nasional 
maupun daerah. 
Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama pendapatan daerah 
yang diperoleh dari dalam daerahnya sendiri. Maka dari itu jika berpedoman 
kepada teori pertumbuhan baru (endogen) maupun agregat, dimana 
pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan  faktor-
faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat 
kemajuan teknologi. Maka retribusi daerah ini dapat dimasukkan ke dalam salah 
satu faktor produksi khususnya akumulasi modal.  
Dengan retribusi daerah diproksikan sebagai akumulasi modal, berarti hal 
ini juga sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi baru atau agregrat yang 
menyatakan bahwa faktor produksi yang digunakan untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi, diutamakan faktor produksi yang berasal dari endogen 
atau di dalam daerahnya sendiri. Dimana diketahui bahwa retribusi daerah dapat 
diperoleh oleh daerah dengan menggali dari dalam daerahnya sendiri, sehingga 
dapat disimpulkan besarnya penerimaan pajak dan retribusi daerah ini sangat 
tergantung dari intensive yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk 
melakukan penarikkan pajak dan retribusi daerah ini.  
Berdasarkan model teori pertumbuhan baru maupun agregrat yang 
banyak mendasarkan fungsinya pertumbuhannya kepada fungsi produksi Y = 
f(K,L,N,t), maka dapat disimpulkan bahwa Y dapat disebut juga sebagai variabel 
output yang merupakan pertumbuhan ekonomi, dimana di dalam penelitian ini 
pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan Produk Regional Bruto 
Domestik (PDRB), sedangkan f(K,L,N,t) yang merupakan faktor produksi yang 





dimana seperti yang dijelaskan di atas bahwa retribusi daerah ini masuk di 
dalamnya sebagai akumulasi modal. Berdasakan teori pertumbuhan tersebut kita 
ketahui bahwa variabel input khususnya retribusi daerah memiliki kedudukan 
yang sangat penting, karena dapat menentukan besarnya jumlah output yang 
akan dihasilkan.  
Hal ini dikarenakan retribusi daerah berperan sebagai modal untuk 
melakukan pembangunan, sehingga dapat merangsang kegiatan ekonomi yang 
akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (produksi PDRB). 
Sedangkan untuk pajak daerah memiliki akan berdampak negatif karena dengan 
pajak ini akan mengurangi surplus konsumen dan produsen. Dimana hal ini 
seperti telah dijelaskan di dalam keseimbangan pendapatan nasional bahwa 
dengan adanya pajak maka konsumsi di dalam masyarakat akan berkurang, 
dimana hal ini disebabkan karena terjadi biaya tambahan ketika akan melakukan 
konsumsi.  
Karena kegiatan konsumsi di dalam masyarakat akan berkurang 
sehingga hal ini juga akan berpengaruh terhadap produksi barang dan jasa yang 
secara otomatis akan berkurang sehingga hal ini mengakibatkan aktivitas 
ekonomi yang juga semakin lesu yang pada akhirnya akan berdampak terhadap 
pertumbuhan ekonomi yang juga mengalami penurunan. 
2.2. Tinjauan Empiris 
Tjip Ismail  (2013), menulis tentang analisis dan evaluasi tentang pajak 
dan retribusi daerah. Aspek yang dikaji terkait permasalahan adanya pungutan 
daerah yang didasarkan pada keputusan/peraturan kepala daerah, dan 
muatan/materi yang diatur dalam peraturan daerah tidak memenuhi ketentuan 





ketentuan UU No. 28 Tahun 2009, disarankan agar melakukan pembinaan dan 
pengarahan secara langsung baik melalui sosialisasi, bimbingan teknis atau 
konsultasi regional terkait pemahaman UU No. 28 tahun 2009. Hasil 
penelitiannya adalah . Mekanisme pengawasan terhadap raperda yang semula 
berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 bersifat represif, artinya pengawasan 
terhadap raperda PDRD dilakukan setelah Perda tersebut ditetapkan, dengan 
berlakunya UU No.28 Tahun 2009 pengawasan tersebut diubah menjadi 
preventiv dan korektif, artinya pengawasan dilakukan sebelum raperda PDRD 
ditetapkan menjadi Perda, dan pengawasan dilakukan dengan melakukan  
Setiyawati (2007) menyatakan bahwa peningkatan pajak dan retribusi 
daerah yang merupakan komponen penyusun PAD akan  mendorong 
pertumbuhan ekonomi daerahnya. Jika setiap daerah mampu mengelola 
pendapatan atas pajak dan retribusi daerah secara optimal, maka daerah akan 
mampu meningkatkan sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. 
Md. Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni Gst. Putu Wirawati. 2013. 
Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap 
Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil olah 
data, dapat diketahui bahwa model regresi tidak ada penyimpangan pada uji 
asimsi klasik. Dari hasil uji menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan retribusi 
daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, sedangkan dilihat 
dari kontibusinya pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan 
pendapatan asli daerah (PAD) yakni sebesar 84,9%, sedangkan untuk kontribusi 
retribusi daerah hanya sebesar 16,6%. 
Adi Nugroho, 2009. Analisis Pengaruh Pajak daerah dan retribusi daerah 
terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota di provinsi jawa tengah 





determinasi adjust R square sebesar 0,478. Hal ini berarti 47,8 % variabel 
dependen yaitu pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh pajak daerah dan 
retribusi daerah, selebihnya 52,2 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar 
model. 
Irian   Fery  Zely   Devianty,   2013.   Analisis   Kontribusi   Pajak   Daerah 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin. Dari hasil 
pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dari keenam unsur pajak 
daerah, pajak penerangan jalan merupakan pajak yang berkontribusi paling 
besar terhadap PAD di Kabupaten Musi Banyuasin dengan kontribusi rata-rata 
sebesar 6,92% dari total penerimaan PAD yang disebabkan karena 
bertambahnya objek dan subjek pajak penerangan jalan baik PLN maupun Non 
PLN. Penerimaan PAD dan pajak daerah terus mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan selama kurun waktu enam tahun terakhir, walaupun dari 
peningkatan yang terjadi selama kurun waktu tersebut pajak daerah hanya 
memiliki kontribusi rata-rata sebesar 12,84 % dari total penerimaan PAD. Hal ini 
disebabkan karena masih rendahnya penerimaan di sektor pajak daerah 
dibandingkan dengan sektor lainnya yang diakibatkan karena belum 
maksimalnya komponen/unsur-unsur pajak daerah yang di pungut di Kabupaten 
Musi Banyuasin. 
2.3. Kerangka Pikir 
Dalam penerapan Undang-undang No.28 tahun 2009 yang berisikan 
mengenai pajak daerah dan retribusi daerah adalah menurut Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 





berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Sedangkan retribusi daerah menurut Siahaan (2005:5) “retribusi adalah 
pembayaran wajib dari penduduk kepada negara adanya jasa tertentu yang 
diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan”. Kedua variabel ini 
yakni pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi yang sangat besar 
terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan perekonomian di Kota 
Makassar. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai desain penelitian 
ini digambarkan kerangka pikir sebagai berikut: 













SESUDAH DITETAPKAN UU 
NO. 28 TAHUN 2009 
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1. Perubahan objek pajak daerah dan retribusi 
daerah 
2. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah 
3. Efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah 
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5. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar 
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3.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan 
penulisan suatu karya ilmiah karena dengan penelitian akan terjawab semua 
obyek permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Dalam penulisan 
ini, penulis memilih lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya pada 
Daerah Kota Makassar.  
3.2 Jenis dan Sumber Data  
Menurut Supranto (2000), sumber data yang diperoleh dalam penelitian 
yaitu : a) Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung 
dari obyeknya. b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi 
dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi. Jenis 
data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Data primer berupa data langsung, misalkan dengan cara wawancara, 
observasi dll berupa data mengenai  kondisi sebelum dan sesudah 
implementasi UU No 28 tahun 2009 
2. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti Bappeda, BPS,dll. 
Data sekunder yang digunakan adalah deret waktu (times series data) 
 
3.3 Metode Pengumpulan Data 
Sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang terbuka dan luwes, metode 





dengan masalah tujuan penelitian serta sifat obyek yang diteliti. Dalam penelitian 
ini metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah: 
 
3.3.1 Wawancara 
Pengumpulan data menggunakan wawancara  mendalam  (In  depthInter-
view) yang berhubungan dengan perbandingan sebelum dan sesudah penetapan 
undang-undang No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah, maka 
dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pedoman wawancara yang telah 
disusun pada buku catatan dan lembar observasi. Langkah–langkah 
pengambilan data dilakukan, dengan tujuan pada saat pengambilan data 
penelitian dalam mendapatkan informasi berupa jawaban-jawaban yang 
diberikan oleh partisipan. Adapun langkah – langkah pengumpulan data adalah: 
a. Melakukan kunjungan langsung di lokasi partisipan untuk melakukan 
wawancara mendalam.  
b. Apabila mendapatkan ijin peneliti kemudian melakukan wawancara pada par-
tisipan. Wawancara dimulai dengan membangun hubungan saling percaya 
dengan partisipan. Hal pertama yang akan peneliti lakukan adalah 
melakukan perkenalan dengan partisipan sekaligus untuk pengumpulan data  
c. Selanjutnya dilakukan wawancara secara mendalam (In depth Interview). 
Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan 
secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat 
dan ide-idenya. Wawancara akan dimulai dari pertanyaan yang sifatnya 
umum dilanjutkan dengan pertanyaan lain sesuai panduan wawancara.  
3.3.2 Pengambilan Data Pada Dinas Terkait 





daerah dan Retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
(DISPENDA), dan juga pengambilan data Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, 
Pengangguran dan Perdagangan Internasional pada Badan Pusat Statistik Kota 
Makassar (BPS 
 
3.4 Metode Analisis  
Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis kondisi sebelum dan 
sesudah implementasi UU No 28 Tahun 2009  serta  pengaruh perubahan Objek 
Pajak dan retribusi terhadap indikator makro ekonomi di Kota Makassar, dalam 
penelitian ini menggunakan analisis deskriptif . 
 
3.4.1 Analisis Deskriptif 
Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan 
analisis deskriptif yaitu salah satu alat analisis dalam melakukan penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Penelitian deskriptif juga merupakan 
alat alat analisa dalam penelitian yang berusaha untuk menjelaskan mengenai 








3.5 Analisis Perbandingan  
Analisis Perbandingan adalah perbandingan mengenai kinerja keuangan 
daerah sebelum dan sesudah penetapan undang-undang No. 28 Tahun 2009 
tentang pajak dan retribusi derah, dalam penelitian ini terdapat beberapa hal 
yang dianalisa perbandingannya antara lain sebagai berikut: 
 
3.5.1 Objek Pajak Dan Retribusi Daerah 
Perbandingan objek pajak dan retrubusi daerah adalah membandingan 
perubahan objek pajak dan retribusi dearah dalam hal ini yang dimaksud yakni 
pengurangan maupun penambahan objek-objek pajak dan retribusi daerah 
sebelum dan sesudah penerapan undang-undang No. 28 Tahun 2009 di Kota 
Makassar. 
 
3.5.2 Kontribusi Pajak Daerah  Dan Retribusi Daerah 
Perbandingan Kontribusi pajak dan retribusi daerah adalah 
membandingkan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli 
daerah sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 di 
kota Makassar , dengan menggunakan rumus kontribusi sebagai berikut : 
                               
                           
                    
       
 
3.5.3 Efektifitas  Pajak Daerah  Dan Retribusi Daerah 
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
merealisasi PAD yang direncanakan. Untuk mengukur rasio efektivitas 





                   
                               
                                  
       
berikut Tabel 3.1 kategori rasio Efektivitas berdasarkan persentase rasio 
efektivitasnya. 






Sangat Efektif >100 
Efektif 90-100 
Cukup Efektif 80-90 
Kurang Efektif 60-80 
Tidak Efektif 0-60 
   (Sumber : Hersey dan Blanchard dalam Halim 2002) 
 
3.5.4  Kemandirian Fiskal 
Perbandingan kemandirian fiskal adalah membandingkan kemampuan 
kapasitas fiskal daerah yakni pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan 
asli daerah dan dana bagi hasil daerah sebelum dan sesudah penerapan 
undang-undang No. 28 Tahun 2009 di kota Makassar, dengan menggunakan 
rumus kemandirian fiskal sebagai berikut : 
 
                     
                          
                    
       
 
3.5.4 Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan Ekonomi dinyatakan sebagai perubahan PDRB atas dasar 





No 28 Tahun 2009  (dalam satuan persen) yang dihitung dengan menggunakan 
rumus: 
    
             
       
       
Dimana: 
Yt = Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar  tahun t 
PDRBt1 = PDRB ADHK Kota Makassar  tahun t 
PDRBt0 = PDRB ADHK kota Makassar tahun t- 1 
 
3.6. Defenisi Operasional 
 Defenisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
batasan variabel yang ingin diteliti. Untuk itu defenisi operasional variabel dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Pajak daerah adalah pajak daerah Kota Makassar  yang dipungut oleh 
pemerintah daerah Kota Makassar, berdasarkan aturan perundang-
undangan yang berlaku, yang tidak memberikan imbalan langsung dan 
digunakan untuk pembangunan daerah. Untuk perkembangan pajak 
daerah sendiri dapat dilihat dari Laporan Realisasi Penerimaan Daerah 
Kota Makassar ( Dalam satuan rupiah). 
2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar  untuk kepentingan orang pribadi 





3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah  penerimaan daerah yang 
bersumber dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah dan berdasarkan perundang undangnan 
yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi laba usaha milik 
daerah dan pendapatan lain-lain yang sah  ( Dalam satuan rupiah). 
4. Pertumbuhan Ekonomi dinyatakan sebagai perubahan PDRB atas dasar 
harga konstan Kota Makssar 5 tahun sebelum dan sesudahnya 


























4.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah 
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Makassar 
Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kota madya Tingkat II   
Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah 
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wali kota madya No. 155/Kep/A/V/1973 
tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub 
Dinas Pengolahan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas   
Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi. 
Dengan adanya keputusan Wali kota madya Daerah Tingkat II Ujung 
Pandang No.74/S/Kep/A/V/1977 Tanggal 1 April 1977 bersamaan dengan surat   
edaran Menteri Dalam Negeri No. 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan 
Instruktur Menteri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 
25 Oktober 1975 No.Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan 
Daerah di Kabupaten atau Kota madya Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan, 
maka Dinas Penghasilan Daerah Kota madya Ujung Pandang telah   
disempurnakan dan ditetapkan perubahannamanya menjadi Dinas Penghasilan 
Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber 
keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan.    
Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua Sub-sub Dinas   
dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah   
dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota madya 
Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan Kota madya Ujung Pandang   





Daerah Kota madya Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Kota 
Makassar. 
4.1.2  Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana telah dimaksudkan diatas, 
dinas pendapatan menyelenggarakan fungsi: a.) Perencanaan, merumuskan,   
mengembangkan, membina, melaksanakan, mengendalikan dan 
mengkoordinasikan di bidang pengelolaan pendapatan serta melakukan   
monitoring dan mendata potensi sumber-sumber pendapatan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. b.) Meneliti, menganalisa, kebijakan-
kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana anggaran dan program pada 
Dinas Pendapatan. c.) Penyusunan program, dan evaluasi pelaksanaan 
pemungutan pendapatan. d.) Melaksanakan koordinasi bagi hasil pajak dan   
retribusi, mengendalikan dan pengamanan teknis operasional di bidang 
pendataan dan penetapan, penagihan dan bagi hasil sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. e.) Pelaksanaan pembukuan pelaporan dan 
audit bidang Pendapatan Daerah. f.) Pemberian pelayanan umum, pemberian   
perizinan di bidang pajak/retribusi, pendapatan lainnya dan pengendalian 
operasional. g.) Menetapkan dan Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan 
Retribusi Daerah, melegasasi izin reklame dan benda berharga yang 
berhubungan dengan pajak dan retribusi serta pendapatan daerah lainnya. h.) 
Pemberian izin tertentu di bidang pendapatan, pembinaan Unit Pelaksana 
Teknis. 
4.1.3  Uraian Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar  
Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota   





1.     Kepala Dinas 
Merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengembangkan, 
mengkoordinasi, mengendalikan tugas desentrasi, dekonsentrasi dan tugas 
pembantu di bidang pendapatan. 
2.     Sekretariat 
Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris dibawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan 
pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas 
Pendapatan Kota Makassar. Terdiri dari: a.) Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja,  melaksanakan tugas   
teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan 
urusan kerumah tanggaan dinas. b.) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas   
menyusun rencana kerja danmelaksanakan tugas teknis keuangan. c.) Sub 
Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan   
tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua 
pengadaan dan pemanfaatan barang. 
3.     Bidang I ; Pajak Hotel dan Hiburan 
Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, 
pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Terdiri dari: 
a.) Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan 
mempunyai  tugasmelaksanakan pelayanan administrasi, pendaftaran dan   
pendataan wajib Pajak Hotel dan Hiburan. b.) Seksi Penetapan dan Keberatan 
Pajak Hotel dan Pajak Hiburan I mempunyai tugas melaksanakan penetapan 
pajak, dan pelayanan keberatan wajib Pajak Hotel dan Hiburan. c.) Seksi   





mempunyai tugas melaksanakan penagihan, pembukuan, verifikasi dan 
pelaporan penerimaan Pajak Hotel dan Hiburan. 
4.  Bidang II ; Pajak Restoran dan Pajak Parkir 
Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, 
penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak 
Parkir. Terdiri dari: a.) Seksi  Administrasi Umum dan Pendataan Bidang II   
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendaftarandan   
pendataan wajib Pajak Restoran dan Parkir. b.) Seksi Penetapan dan Keberatan  
Bidang II mempunyai tugas melaksanakan penetapan pajak, dan pelayanan 
keberatan kepada wajib Pajak Restoran dan Parkir. c.) Seksi Penagihan, 
Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Bidang II mempunyai tugas melaksanakan 
penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan penerimaan Pajak Restoran 
dan Pajak Parkir. 
5.  Bidang III ; Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. 
Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, 
penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. 
Terdiri dari : a.) Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Bidang III mempunyai   
tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendaftaran dan  pendataan wajib   
Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. b.) Seksi Penetapan dan Keberatan 
Bidang III mempunyai tugas melaksanakan penetapan pajak, dan pelayanan   
keberatan kepada wajib Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. c.) Seksi   
Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi 





mempunyai tugas melaksanakan penagihan dan  pembukuan penerimaan Pajak 
Reklame dan Retribusi Daerah. 
6. Bidang IV ; Koordinasi dan Pengendalian PPJ, Pajak PPB Galian Golongan C, 
Pajak Daerah dan Bagi Hasil. 
Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerapan Jalan, Pajak 
Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan 
Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok merencanakan,  
merumuskan serta melakukan koordinasi, pengendalian  administrasi, evaluasi   
serta pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. a.) Seksi Administrasi 
Umum PPJ, Pajak PPB Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil 
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian Bagi Hasil dan Pajak 
Daerah lainnya. b.) Seksi Pengendalian, Intensifikasi/Ekstensifikasi  dan  Hukum   
Bidang  IV mempunyai  tugas  melaksanakan  intensifikasi dan   ekstensifikasi   
pengelolaan pendapatan. c.) Seksi Penagihan, Pembukuan, verifikasi dan 
Pelaporan Bidang IV mempunyai tugas melaksanakan penagiah, pembukuan, 
verifikasi dan pelaporan serta evaluasi pelaksanaan peraturan daerah terhadap 
wajib pajak. 
7.   UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) 
UPTD Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang 
kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional dalam bidang 
pemungutan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dalam daerah sesuai 






4.2. Indikator Makro Ekonomi Kota Makassar 
4.2.1. Pendapatan Perkapita 
Grafik 4.1. Perbandingan Pendapatan Per Kapita Setahun Kota Makassar,  
       Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional 2010-2014 (Rp) 
 
Seiring dengan peningkatan PDRB-ADHB, pendapatan per kapita Kota 
Makassar juga terus menunjukkan peningkatan yang konsisten. Dalam lima 
tahun terakhir, pendapatan perkapita Kota Makassar meningkat lebih dari 60 %, 
yaitu dari Rp 43,61 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 69,99 juta pada tahun 2014 
atau meningkat rata-rata 12,56 % pertahun. Peningkatan perndapatan per kapita 
paling tinggi terjadi pada tahun 2012, dimana pendapatan per kapita meningkat 
sebesar 14,10 % dari tahun sebelumnya. 
Signifikannya peningkatan pendapatan per kapita Kota Makassar 
disebabkan oleh penigkatan PDRB-ADHB yang jauh lebih cepat dibandingkan 
dengan peningkatan jumlah penduduk. Dalam lima tahun terakhir, nilai PDRB-
ADHB meningkat rata-rata 15,14 % per tahun, sedangkan jumlah penduduk 
bertumbuh rata-rata 2,67 % per tahun. Meski demikian. Laju pertumbuhan 
penduduk Kota Makassar masih terbilang tinggi karena jauh berada di atas laju 
pertumbuhan penduduk secara Nasional yang hanya rata-rata 1,38 % per tahun. 





yang lebih rendah, maka sesungguhnya Kota Makassar berpeluang untuk 
mencapai tingkat pendapatan per kapita yang jauh lebih besar. 
Sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, 
reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor konstruksi menjadi kontributor 
terbesar terhadap terhadap pembentukan pendapatan per kapita Kota Makassar. 
Dalam lima tahun terakhir, secara rata-rata, ketiga sektor ini menyumbang lebih 
dari setengah terhadap pembentukan pendapatan per kapita Kota Makassar. 
Pada tahun 2014, pendapatan per kapita Kota Makassar sebesar Rp 69,99 juta, 
dimana masing-masing Rp 14,05 juta berasal dari sektor industri pengolahan, Rp 
12,86 juta berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 
sepeda motor, dan Rp 11,70 berasal dari sektor konstruksi. 
 
4.2.2. Pengeluaran Perkapita 
Grafik 4.2. Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Setahun Kota Makassar, 
Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional 2010-2014 (Rp) 
 
Pengeluaran per kapita sebulan bukan hanya merupakan salah satu 





kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran per kapita sebulan di Kota Makassar 
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.  
Pada tahun 2010, pengeluaran per kapita sebulan hanya sebesar 
Rp851.623 dan kemudian meningkat menjadi Rp 1.050.725 pada tahun 2014 
atau meningkat rata-rata sekitar 5,41 % per tahun. Secara nominal, pengeluaran 
per kapita sebulan Kota Makassar berada jauh di atas angka Provinsi Sulawesi 
Selatan dan Nasional. Pada tahun 2014, pengeluaran per kapita sebulan 
Provinsi Sulawesi Selatan hanya sekitar dua per tiga dari Kota Makassar. 
Namun jika dilihat dari laju pertumbuhannya dalam lima tahun terakhir, 
pengeluaran per kapita sebulan di Kota Makassar secara rata-rata meningkat 
lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. 
Selama periode 2010-2014, pengeluaran per kapita sebulan Provinsi Sulawesi 
Selatan dan bertumbuh rata-rata 10,10 % pertahun, sementara Kota Makassar 
hanya bertumbuh 5,41% per tahun. Pada tahun 2014, pertumbuhan pengeluaran 
per kapita Kota Makassar hanya sebesar 5,83 %, sementara Provinsi Sulawesi 
Selatan sebesar 15,26 % dan Nasional 10,30 %. 
Pola konsumsi penduduk di Kota Makassar menunjukkan bahwa proporsi 
konsumsi non makanan sudah lebih besar dibandingkan dengan konsumsi 
makanan. Pada tahun 2014, proporsi konsumsi non-makanan sudah mencapai 
55,54 % dari total pengeluaran, sedangkan proporsi konsumsi makanan sebesar 
44,46 %.  
Pergeseran pola konsumsi masyarakat  dari makanan ke non-makanan 
sesungguhnya mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat 
kesejahteraan masyarakat dikatakan membaik, jika proporsi konsumsi makanan 







Grafik 4.3. Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 
Selatan, dan Nasional 2009-2014 (%) 
 
Selama periode 2009-2014, laju inflasi tahunan di Kota Makassar 
berfluktuasi pada tingkat yang relatif moderat dan berada dikisaran 2,81 s/d 
8,51%. Pergerakan inflasi di Kota Makassar tampaknya mengikuti pola inflasi di 
Kota Makassar sedikit berada di atas Provinsi Sulawesi Selatan,  tetapi berada di 
bawah Nasional.  
Selama periode 2009-2014, tingkat inflasi di Kota Makassar rata-rata 
5,35% per tahun (y.o.y) sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 
masing-masing sebesar 5,34 % dan 5,76 % per tahun. Namun pada tahun 2014, 
tingkat inflasi di Kota Makassar sudah lebih rendah dari Provinsi Sulawesi 
Selatan dan Nasional. 
Meski demikian, laju inflasi pada tahun 2014 relatif tinggi, yaitu mencapai 
8,51 %, yang merupakan angka teringgi sedikitnya dalam enam tahun terakhir. 
Penyesuaian harga BBM jenis premium dan solar mengikuti harga 
keekonomiannya serta efek lanjutannya pada kenaikan harga komoditas lainnya 





Kecenderungan ini perlu diwaspadai oleh pemerintah Kota Makassar mengingat 
fenomena ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya 
dapat menekan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. 
Dalam lima tahun terakhir, kelompok bahan makanan, kelompok 
kesehatan, dan kelompok sandang merupakan penyumbang terbesar bagi 
peningkatan inflasi di Kota Makassar. Selama Periode tersebut, kelompok bahan 
makanan meningkat rata-rata 9,12 % pertahun, yang merupakan angka tertinggi 
dari tujuh kelompok komoditas pembentuk inflasi. Sedangkan kelompok 
kesehatan dan kelompok sandang masing-masing meningkat rata-rata 6,71 % 
dan 6,17 % per tahun selama periode yang sama. Sebaliknya, kelompok 
pendidikan, rekreasi dan olah raga menunjukkan perubahan tingkat harga yang 
paling kecil, yaitu hanya rata-rata 2,17 % per tahun. Kelompok komoditas ini juga 
menunjukkan perubahan yang relatif paling stabil dalam lima tahun terakhir. 
4.2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka 
Grafik 4.4. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar, 
Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional 2009-2014 
 
Setelah tahun 2011, tingkat pengangguraan terbuka (TPT) di Kota 





TPT yang cukup tajam pada tahun 2011, angka TPT kemudian bergerak naik 
pada tahun 2012, kemudian menurun sedikit pada tahun 2013, tapi meningkat 
lagi pada tahun 2014. Angka TPT tahun 2014 merupakan yang tertinggi dalam 
empat tahun terakhir. Peningkatan TPT Kota Makassar menjadi tampak menarik 
karena angka TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional justru menunjukkan 
tren menurun pada periode yang sama. Perbedaan tren yang cukup kontras 
tersebut telah menyebabkan angka TPT Kota Makassar semakin jauh berada di 
atas angka TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. 
Tingginya TPT di Kota Makassar, salah satunya di sebabkan oleh 
tingginya laju pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan laju 
penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014, jumlah angkatan kerja meningkat 
sebesar 2,86%, sedangkan jumlah orang yang bekerja hanya meningkat sebesar 
17,99%. Angka TPT kemudian membesar menjadi 10,94 %. Peningkatan jumlah 
angkatan kerja diduga kuat disebabkan oleh arus migrasi masuk para pencari 
kerja ke Kota Makassar. 
Rendahnya daya serap tenaga kerja dalam perekonomian akibat struktur 
perekonomian Kota Makassar yang terkonsentrasi pada sektor tersier (jasa). 
Sektor ini secara umum memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja di sektor 
tersebut. Kondisi ini telah menyebabkan pembengkakan angka pengangguran di 
Kota Makassar. Meskipun korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan 
penurunan angka pengangguran seringkali tidak sepenuhnya berlangsung linear, 
namun pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat 
pengangguran di Kota Makassar tampak cukup kuat.  
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 misalnya, 





menurun secara drastis. Ketika terjadi perlambatan ekonomi pada tahun-tahun 
berikutnya, angka pengangguran kembali bergerak naik. 
 
4.2.5. Ekspor & Impor 
Grafik 4.5. Perkembangan Nilai Ekspor Kota Makassar 2010-2014 (RpMilyar) 
 
 
Grafik 4.6. Perkembangan Nilai Impor Kota Makassar 2010-2014 (Rp Milyar) 
 
Selama periode 2010-2014, interaksi perdagangan antara Kota Makassar 
dengan negara dan wilayah lain (baik antar provinsi maupun kabupaten/kota) 





ekspor dan impor Kota Makassar dalam lima tahun terakhir. Nilai ekspor selalu 
lebih besar dibandingkan dengan nilai impor, yang mengindikasikan bahwa Kota 
makassar mengalami surplus dalam perdagangan. Bahkan nilai surplus tersebut 
menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, 
surplus perdagangan Kota Makassar telah mencapai Rp 2.010,53 milyar, 
meningkat dari Rp 541,33 milyar pada tahun 2010. 
Dalam lima tahun terakhir, perdagangan antar kabupaten/kota lebih 
mendominasi struktur ekspor, sedangkan perdagangan antar provinsi lebih 
mendominasi struktur impor Kota Makassar. Perdaganagan ekspor antar negara 
cenderung menurun, dan sebaliknya, perdagangan impor antar negara 
cenderung meningkat. Meski demikian, nilai ekspor antar negara masih berada di 
atas nilai impor antar negara, yang mengindikasikan terjadi surplus perdagangan 
antar negara.  
Surplus perdagangan juga terjadi pada perdagangan antar 
kabupaten/kota. Namun untuk perdagangan antar provinsi, justru terjadi defisit 
perdagangan, yang mengindikasikan bahwa barang yang masuk ke Kota 
Makassar dari Provinsi lain lebih banyak dibandingkan dengan barang yang 
keluar dari Kota Makassar ke provinsi lain di Indonesia. 
4.3. Analisis Deskiriptif  
Secara umum pajak dapat didefinisikan sebagai pungutan dari 
masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat 
dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak 
mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang 
hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam 





 Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup 
potensial. Retribusi daerah merupakan jenis pendapatan yang dipungut 
berdasarkan balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Disamping itu, 
pelaksanaan pungutan retribusi daerah dapat dilakukan seluas-luasnya tanpa 
ada batasan yang ketat dari pemerintah pusat, sepanjang pemerintah daerah 
dapat menyediakan jasa untuk mengadakan pungutan. 
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(PDRD) dimana sebelumnya telah diubah beberapa kali dengan UU No.34 
Tahun 2000 dan UU No.18 Tahun 1997, telah berlaku sejak disahkan oleh DPR 
pada 18 Agustus 2009, Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasari bidang 
desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup 
fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan 
Daerah. Undang-undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2010. 
Adapun beberapa hal yang mendasari dibuatnya undang undang no 28 
tahun 2009 mengenai objek pajak dan retribusi darerah , sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Irianys. A. Rays selaku Kepala Seksi Verifikasi dan 
Pengawasan pada saat  wawancara 
“…….. ada 3 hal yang mendasari atau tujuan dari dirancangkan undang 
undang no 28 tahun 2009 mengenai objek pajak dan retribusi darerah, 
1.)Memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap daerah, 2.) 
Meningkatkan akuntabilitas daerah dan 3.) Memberikan kepastian bagi 
dunia usaha” . (wawancara 06/10/2016). 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan dimana ada 3 hal 
yang mendasari sehingga dibuatnya UU No 28 Tahun 2009, antara lain adalah 
memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap daerah karena dengan 





kewenangan yang lebih besar dalam pemungutan pajak dan retribusi karena 
sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 
Meningkatkan akuntabilitas daerah, karena dengan adanya undang-
undang ini dapat memberikan kemudahan dalam pengawasan pemungutan 
pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif dan  
membuat pemungutan pajak dan retribusi daerah ini lebih efektif dan efisien, 
kemudian memberikan kepastian bagi dunia usaha, mengenai Jenis pajak dan 
retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-
undang dan menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan 
maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang. 
Dengan adanya UU No 28 Tahun 2009 ada beberapa perubahan 
terhadap jenis  pajak dan retribusi daerah dari UU yang berlaku sebelumnya 
antara lain adalah Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis 
pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Dengan tambahan tersebut, 
secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi 
dan 11 jenis pajak kabupaten/kota, sebagaimana yang dikemukakan oleh A. 
Taufik selaku Kepala Seksi Pengkajian dan Hukum pada saat  wawancara. 
“ada beberapa jenis pajak dan retribusi yang bertambah dan ada yang 
sebelumnya dikelolah oleh tingkat provinsi saat ini setelah berlaku undang-
undang pengelolaan berubah pengelolaannya ke tingkat Kab/Kota, misalkan 
Jenis pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak 
kabupaten/kota yang baru adalahPBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan 
Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada 
penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan 
pajak provinsi.” (wawancara 07/10/2016). 
“ada 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/ Tera Ulang, Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan 
Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan penambahan ini, secara keseluruhan 
terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan 
ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, 





Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa ada beberapa 
perubahan yakni untuk penambahan pajak provinsi yakni pajak rokok, pajak 
rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah. hasil 
penerimaan pajak rokok tersebut sebesar 70% dibagihasilkan kepada 
kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Penerimaan Pajak Rokok 
dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan 
(pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit 
pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok 
(smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan 
layanan masyarakat mengenai bahaya merokok) serta penegakan hukum 
(pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai 
larangan merokok). Pada saat wawancara dengan Irianys A. Rays selaku Kepala 
Seksi Verifikasi dan Pengawasan. 
“Walaupun pajak ini merupakan jenis pajak baru, namun diperkirakan 
pengenaan Pajak Rokok tidak terlalu membebani masyarakat karena rokok 
bukan merupakan barang kebutuhan pokok dan bahkan pada tingkat tertentu 
konsumsinya perlu dikendalikan.”(Wawancara 06/10/2016). 
Berdasarkan hasil wawancara bahwa Realisasi dana bagi hasil pajak 
rokok ke Provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan I 2015 mencapai Rp 77 miliar. 
realisasi triwulan I ini baru mencapai 22% dari target penerimaan pajak rokok 
2015 sebesar Rp 350 miliar lebih, penerimaan Pajak Rokok dialokasikan minimal 
50% untuk mendanai pelayanan kesehatan yakni pembangunan/pengadaan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan,penyediaan 
sarana umum yang memadai bagi perokok, kegiatan memasyarakatkan tentang 
bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok. 
Penambahan pajak pada tingkat kab/kota ada 3 yakni PBB Perdesaan 





Pajak Sarang Burung Walet, Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun 
hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan 
perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan 
dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka 
penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah 
(PAD). 
Sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB)Selama ini BPHTB merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya 
diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah. Penetapan BPHTB 
sebagai pajak daerah akan meningkatkan PAD, dan penambahan pajak daerah 
yang terakhir adalah Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak daerah 
baru, yang dapat dipungut oleh daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis 
dari keberadaan dan perkembangan sarang burung walet di wilayahnya. Bagi 
daerah yang memiliki potensi sarang burung walet yang besar akan dapat 
meningkatkan PAD. 
Penambahan jenis retribusi yang dikelolah daerah yakni Retribusi 
Tera/Tera Ulang, dimaksudkan untuk membiayai fungsi pengendalian terhadap 
penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya oleh masyarakat. 
Dengan pengendalian tersebut, alat ukur, takar, dan timbang akan berfungsi 
dengan baik, sehingga penggunaannya tidak merugikan masyarakat. 
Selanjutnya retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, pengenaan 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan 





menara telekomunikasi. Dengan pengendalian ini, keberadaan menara 
telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan keselamatan, 
keindahan dan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha. Untuk 
menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tarif retribusi pengendalian 
menara telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui 
2% dari Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi. 
Retribusi Pelayanan Pendidikan, Pengenaan retribusi pelayanan 
pendidikan dimaksudkan agar pelayanan pendidikan, di luar pendidikan dasar 
dan menengah, seperti pendidikan dan pelatihan untuk keahlian khusus yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan pungutan dan 
hasilnya digunakan untuk membiayai kesinambungan dan peningkatan kualitas 
pendidikan dan pelatihan dimaksud. 
Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan penambahan terakhir pada 
retribusi daerah  adalahPengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak akan 
memberikan beban tambahan bagi masyarakat, karena selama ini jenis retribusi 
tersebut telah dipungut oleh sejumlah daerah sesuai dengan kewenangannya. 
Sebagaimana halnya dengan jenis retribusi lainnya, pemungutan Retribusi Izin 
Usaha Perikanan dimaksudkan agar pelayanan dan pengendalian kegiatan di 
bidang perikanan dapat terlaksana secara terus menerus dengan kualitas yang 
lebih baik. 
Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah adalah setiap daerah  
dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai 
urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang 
lebih baik (good governance). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha 





satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk 
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, beberapa pos pendapatan asli daerah 
harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 
“Komponen pendapatan asli daerah yang memiliki peranan penting 
adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah hendaknya 
mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasitentang sumber-sumber 
pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi 
daerah” (wawancara 13/10/2016). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Zulfitra Dianta.S.IP, M.A, 
pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen terpenting dalam 
komponen pendapatan asli daerah (PAD), oleh karena itu apabila tidak 
memperhatikan dan mengelola pajak daerah yang potensial maka pengelolaan 
tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan 
masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut, karena pajak daerah dan 
retribusi daerah  tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan n 
yang optimal. 
Pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah merupakan sumber 
pendapatan  (budgetary function) yang utama dan sebagai alat pengatur 
(regulatory function). Pajak dan  retribusi sebagai sumber pendapatan daerah 
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.  Melihat dari 
fenomena tersebut dapat diketahui pentingnya pajak dan retribusi bagi suatu  
daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri dan 
menjadi pemasukan dana yang sangat  potensial karena besarnya penerimaan 
pajak dan retribusi akan meningkat seiring dengan laju  pertumbuhan penduduk, 
perekonomian dan stabilitas politik.  
Kota Makassar  adalah salah satu kota yang memiliki besar dengan 





besar, sehingga, sudah seharusnya mengoptimalkaan penerimaan pajak daerah 
dan retribusi daerah sebagai sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Kemampuan menggali sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 
tersebut harus diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai  dengan 
potensi sebenarnya serta kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam 
pemungutannya. Kemampuan tersebut akan menambah penerimaan dan 
menciptakan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. 
 Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan 
daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang 
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan kemadirian 
suatu daerah. 
Semakin besar pendapatan suatu daerah maka semakin besar pula 
kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya atau dengan 
kata lain pemerintah mampu memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. 
Secara keseluruhan, PAD bisa disimpulkan sebagai salah satu sumber finansial 
daerah yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 
dan pelayanan yang diperoleh dari pemanfaatan potensi atau kekayaan dan 
sumber daya dari daerah itu sendiri. 
4.3.1. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Periode Sebelum Dan 
Sesudah Ditetapkan Undang-undang Tahun 2009 
Kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa 
besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah terhadap PAD, maka dibandingkan dengan realisasi 





Daerah dan Retribusi Daerah adalah kemampuan dua unsur tersebut yang 
mampu dipungut dan ditarik dari masyarakat oleh pemerintah daerah sebagai 
sumberdaya pembiayaan finansial dalam operasional pemerintahan daerah 
melaui PAD.  
Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan 
seluruh penerimaan daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dalam 
meningkatkan PAD, sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan 
gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan 
pemerintah daerah dalam usaha meingkatkan peran seluruh penerimaan daerah 
tersebut. Analisis data kontribusi pajak daerah diterapkan dengan tujuan 
menjawab rumusan masalah serta untuk mengetahui besaran kontribusi Pajak 
Daerah terhadap PAD Kota Makassar. Berikut Tabel 4.1 kriteria besaran rasio 
kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). 
 
Tabel 4.1. Kriteria Besaran Rasio Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
>50 dikategorikan  Sangat Baik 
>40-50 dikategorikan Baik 
>30-40 dikategorikan Sedang 
>20-30 dikategorikan Cukup 
>10-20 dikategorikan Kurang 
≤ 10 dikategorikanSangat Kurang 
 (Sumber : Hersey dan Blanchard dalam Halim 2004:163) 
Sehingga analisis rasio kontribusi merupakan  salah satu alat analisis 
yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat 
disumbangkan dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap 
PAD, maka dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan 





adalah kemampuan dua unsur tersebut yang mampu dipungut dan ditarik dari  
masyarakat oleh pemerintah daerah sebagai sumberdaya pembiayaan finansial 
dalam  operasional pemerintahan daerah melaui PAD, berikut Grafik 4.6, 
menggambarkan tentang rasio kontribusi pajak terhadap PAD kota Makassar 
Sebelum dan sesudah diberlakukan UU No 28 Tahun 2009. 
Grafik 4.6. Rasio Kontribusi Pajak  Terhadap PAD Kota Makassar Sebelum 
Dan Sesudah Diberlakukan UU No 28 Tahun 2009 Periode 2006-2015. 
 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD), tahun 2016. 
 
Pada Grafik 4.6 rasio kontribusi pajak terhadap PAD Kota Makassar 
sebelum dan sesudah penerapan UU No 28 Tahun 2009, dapat kita lihat bahwa 
sebelum penerapan UU tersebut, pada tahun 2007 kontribusi pajak terhadap 
PAD mengalami penurunan di mana pada tahun 2006 sebesar 64,42% dan 
tahun 2007 sebesar 62,94%, hal ini mengakibatkan terjadi penurunan rasio 
sebesar -2,294%. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan kontribusi 63,47%, maka 
terjadi peningkatan rasio sebanyak 0,834% dari tahun 2007. Pada tahun 2009 
terjadi peningkatan kontribusi sebesar 67,50%, dengan peningkatan rasio yang 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pajak Daerah 77,878,4 85,996,5 98,318,8 115,223, 133,551, 270,547, 388,445, 518,703, 562,613, 635,647,
PAD 120,890, 136,626, 154,912, 170,698, 209,135, 351,692, 627,221, 627,221, 729,271, 828,857,
Kontribusi 64.42% 62.94% 63.47% 67.50% 63.86% 76.93% 61.93% 82.70% 77.15% 76.69%























terjadi dari tahun 2008-2009 adalah 6,355%. Namun pada tahun 2010 terjadi 
penurunan kontribusi sebesar 63,86% dengan penurunan rasio sebanyak -
5,396% dari tahun 2009. Dengan demikian peningkatan kontribusi terbesar 
terjadi pada tahun 2009 dan terendah pada tahun 2007. Dari hasil tersebut, 
average persentase rasio kontribusi pajak terhadap PAD dari tahun 2006 hingga 
tahun 2010 adalah sebesar 64,43%. Oleh karena itu kontribusi pajak yang 
diperoleh dari penerimaan pajak daerah terhadap PAD masuk dalam kategori 
sangat baik karena telah melebihi angka 50%.  
Setelah penerapan UU No 28 Tahun 2009, peningkatan pajak daerah 
jauh lebih besar dari sebelum penerapan UU tersebut. Namun persentase 
kontribusinya tidak begitu besar tiap tahunnya. Pada tahun 2012 persentase 
kontribusi pajak terhadap PAD mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 
61,93% dengan rasio -19,49%. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan kontribusi 
sebesar 82,70% dengan rasio 33,533%. Pada dua tahun berikutnya yakni, 2014 
dan 2015 kembali terjadi penurunan persentase kontribusi sebesar 77,15% pada 
tahun 2014 dan 76,69% pada tahun 2015 dengan penurunan rasio lebih banyak 
pada tahun 2014 sebesar -6,713 dan pada tahun 2015 sebesar -0,593%. 
Dengan demikian peningkatan kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2013 dan 
terendah pada tahun 2012. Dari hasil tersebut dapat diperoleh average 
persentase rasio kontribusi pajak terhadap PAD dari tahun 2011 hingga tahun 
2015 adalah sebesar 75,08%.  
Oleh karena itu kontribusi dari penerimaan pajak daerah terhadap PAD 
setelah penerapan UU No 28 Tahun 2009, masuk dalam kategori sangat baik 
karena telah melebihi angka 50%. Jumlah ini lebih besar dari sebelum 
diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009. Di mana pada tahun 2006-2010 jumlah 





jumlah persentase kontribusi pajak sebesar 75,08%. Dengan demikian, rasio 
peningkatan kontribusi pajak setelah diterapkannya UU tersebut dalah 10,65%. 
Hasil ini memperlihatkan bahwa penerimaan rasio kontribusi pajak setelah 
penerapan UU No 28 Tahun 2009 meningkat. 
Grafik 4.7. Rasio Kontribusi Retribusi Terhadap PAD Kota Makassar 
Sebelum Dan Sesudah diberlakukan UUD No 28 Tahun 2009 Periode 2006-
2015. 
 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD), tahun 2016. 
 
Pada Grafik 4.7. rasio kontribusi retribusi terhadap PAD Kota Makassar 
sebelum dan sesudah diberlakukannya UUD No 28 Tahun 2009, dapat kita lihat 
bahwa sebelum penerapan UU tersebut, pada tahun 2007, 2008 dan 2009 
kontribusi retribusi terhadap PAD mengalami penurunan berturut-turut. Pada 
tahun 2007 kontribusi retribusi sebesar 27,79% dengan rasio -9,35%, pada tahun 
2008 kontribusi retribusi sebesar 26,44% dengan rasio -4,85% dan pada tahun 
2009 kontribusi retribusi sebesar 23,42% dengan rasio -11,4%. Pada tahun 2010 
kontribusi retribusi mengalami peningkatan sebesar 28,08% dengan rasio 
19,89%. Dengan demikian peningkatan rasio kontribusi retribusi terbesar terjadi 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Retribusi daerah 37,066,0 37,972,4 40,966,2 39,980,8 58,729,1 62,043,1 69,257,4 79,630,9 115,913, 115,220,
PAD 120,890, 136,626, 154,912, 170,698, 209,135, 351,692, 627,221, 627,221, 729,271, 828,857,
Kontribusi 30.66% 27.79% 26.44% 23.42% 28.08% 17.64% 11.04% 12.70% 15.89% 13.90%

























pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2007. Dari hasil tersebut average 
persentase rasio kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dari tahun 2006-2010 
adalah 27,28%. Oleh karena itu kontribusi retribusi yang diperoleh dari 
penerimaan retribusi daerah terhadap PAD  masuk dalam kategori cukup karena 
tidak melebihi 30%. 
Setelah penerapan UU No. 28 Tahun 2009, peningkatan retribusi daerah 
jauh lebih besar dari sebelum penerapan UU tersebut. Namun persentase 
kontribusinya tidak begitu besar tiap tahunnya. Pada tahun 2012 kontribusi 
retribusi daerah mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 11,04% dengan 
rasio -37,4%. Pada tahun 2013 dan 2014 terjadi peningkatan yakni, pada tahun 
2013 kontribusi retribusi mengalami peningkatan sebesar 12,70% dengan rasio 
14,97% dan pada tahun 2014 kontribusi retribusinya sebesar 15,89% dengan 
rasio 25,19%. Namun setelah peningkatan pada dua tahun ini, terjadi penurunan 
di tahun 2015 dengan kontribusi retribusi sebesar 13,90 dengan rasio -12,5%. 
Dari hasil tersebut dapat diperoleh average persentase rasio kontribusi retribusi 
terhadap PAD dari tahun 2011 hingga tahun 2015 adalah sebesar 14,23%. Oleh 
karena itu kontribusi dari penerimaan retribusi daerah terhadap PAD setelah 
penerapan UU No 28 Tahun 2009, masuk dalam kategori kurang karena tidak 
melebihi angka 20%. Jumlah ini lebih kecil dari sebelum diberlakukannya UU No 
28 Tahun 2009. Di mana pada tahun 2006-2010 jumlah persentase kontribusi 
retribusi sebesar 27,28% dan pada tahun 2011-2015 jumlah persentase 
kontribusi retribusi sebesar 14,23%. Dengan demikian, rasio peningkatan 
kontribusi pajak setelah diterapkannya UU tersebut dalah 13,05%. Hasil ini 
memperlihatkan bahwa penerimaan rasio retribusi daerah setelah diterapkannya 






4.3.2. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Periode 
Sebelum Dan Sesudah Ditetapkan Undang-undang Tahun 2009 
Peningkatan realisasi anggaran pajak daerah dan retribusi daerah dari 
tahun ketahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan 
pemungutan pajak dan retribusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
Kota Makassar. Dengan cara menghitung Efektivitas dan kemandirian fiskal 
daerah hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur 
keberhasilan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan sumber dari 
pendapatan asli daerah yakni pajak daerah dan retribusi daerah. 
Efektivitas merupakan suatu keberhasilan atau  kegagalan dari organisasi 
dalam mencapai tujuannya. Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan 
pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah 
penerimaan pajak daerah yang ditargetkan, upaya yang dapat dilakukan oleh 
pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD yaitu dengan meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas sumber-sumber pendapatan yang berpotensi 
meningkatkan PAD, seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan 
target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran 
keberhasilan dalam melakukan pungutan, untuk menganalisis kinerja 
administrasi Retribusi Daerah, perlu dihitung efektivitas pemungutan efektivitas 
Retribusi Daerah, dimana secara umum Efektivitas memperlihatkan seberapa 
besar pendapatan retribusi dibandingkan dengan potensi Retribusi Daerah 
sebenarnya. Target retribusi yaitu suatu jumlah yang telah ditentukan dan harus 
dicapai selama setahun anggaran dan potensi penerimaan retribusi yaitu usaha 





Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan 
pemeritah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah 
sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan. Maka 
efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak 
daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai 
pada suatu periode tertentu, berikut Grafik 4.8. 
Grafik 4.8. Rasio Efektivitas Pajak daerah Terhadap PAD Kota Makassar 
Sebelum Dan Sesudah diberlakukan UUD No 28 Tahun 2009 Periode 2006-
2015. 
 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD), tahun 2016. 
Pada Grafik 4.8. rasio efektivitas pajak daerah terhadap PAD Kota 
Makassar sebelum dan sesudah diberlakukan UUD No 28 Tahun 2009, terlihat 
sebelum diterapkannya UUD No. 28 Tahun 2009, pada tahun 2007-2010 terjadi 
penurunan rasio efektivitas setiap tahunnya. Pada tahun 2007 efektivitas pajak 
daerah sebesar 107,6% dengan rasio penurunan -4,73% dari tahun 2006 
sebesar 113,0%. Pada tahun 2008 efektivitas pajak daerah sebesar 106,3% 
dengan rasio -1,23% dari tahun 2007, pada tahun 2009 efektivitas pajak daerah 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pajak Daerah 77,878,472 85,996,524 98,318,893 115,223,33 133,551,18 270,547,82 388,445,92 518,703,08 562,613,07 635,647,20
Target  Pajak 68,904,344 79,867,787 92,453,530 115,213,92 134,216,18 260,486,46 337,167,33 460,567,09 501,718,65 785,486,01
Rasio Efektifitas 113.02% 107.67% 106.34% 100.01% 99.50% 103.86% 115.21% 112.62% 112.14% 80.92%

























sebesar 100,0% dengan rasio -5,95% dari tahun 2008, dan pada tahun 2010 
efektivitas pajak daerah sebesar 99,50% dengan rasio -0,50% dari tahun 2009. 
Dengan demikian rasio efektivitas terhadap pajak daerah terbesar terjadi pada 
tahun 2006 dan terendah pada tahun 2010. Dari hasil tersebut, average 
persentase rasio efektivitas pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2006 hingga 
2010 sebesar 105,28%. Oleh karena itu, rasio efektivitas pajak daerah 
terhadap PAD masuk dalam kategori sangat efektif karena telah melebihi 100%. 
Setelah penerapan UU No 28 Tahun 2009, efektivitas pajak daerah 
mengalami pertumbuhan dari tahun 2011-2012. Pada tahun 2011 efektivitas 
pajak daerah sebesar 103,8% dengan rasio 4,380% dari tahun 2010 sebesar 
99,50%. Pada tahun 2012 efektivitas pajak daerah sebesar 115,2% dengan rasio 
10,92% dari tahun 2011. Pada tahun 2013-2015 efektivitas pajak daerah 
mengalami penurunan. Pada tahun 2013 sebesar 112,6% dengan rasio -2,24%, 
pada tahun 2014 sebesar 112,1% dengan rasio -0,43% dan pada tahun 2015 
sebesar 80,92% dengan rasio sebesar -27,8%. Dengan demikian rasio efektitas 
terhadap pajak daerah terbesar terjadi pda tahun 2012 dan terendah pada tahun 
2015. Dari hasil tersebut average persentase rasio efektivitas pajak daerah 
terhadap PAD dari tahun 2011 hingga tahun 2015 adalah sebesar  104,92%. 
Oleh karena itu, rasio efektivitas pajak daerah terhadap PAD masuk dalam 
kategori sangat efektif karena telah melebihi 100%. 
Sebelum diterapkannya UU No 28 Tahun 2009, rasio efektivitas pajak 
daerah terhadap PAD sebesar 105,28% dan setelah diterapkan sebesar 
104,92%. Dengan demikian terjadi penurunan efektivitas pajak setelah 






Grafik 4.9. Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Makassar 
Sebelum Dan Sesudah diberlakukan UUD No 28 Tahun 2009 Periode 2006-
2015. 
 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD), tahun 2016. 
Pada Grafik 4.9. rasio efektivitas retribusi daerah terhadap PAD kota 
Makassar sebelum diberlakukan UUD No 28 Tahun 2009,  terlihat sebelum 
diterapkannya UUD No 28 Tahun 2009, pada tahun 2007 rasio efektivitas 
retribusi mengalami peningkatan dari tahun 2006 sebesar 98,66% dengan rasio 
6.342%. pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 101,24% dengan 
rasio 2,618%, pada tahun 2009 mengalami penurunan rasio dari tahun 2008 
sebesar 90,29% dengan rasio -10,8%. Nanti setelah tahun 2010 mengalami 
peningkatan 93,26% dengan rasio 3,295%. Dengan demikian rasio efektivitas 
retribusi daerah terbesar terjadi pada tahun 2008 dan terendah pada tahun 2009. 
Dari hasil tersebut, averaga persentase rasio efektivitas retribusi daerah terhadap 
PAD dari tahun 2006-2010 sebesar 95,24%. Oleh karena itu rasio efektivitas 
retribusi daerah terhadap PAD masuk dalam kategori efektif karena berada di 
antara 90-100%. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Retribusi daerah 37,066, 37,972, 40,966, 39,980, 58,729, 62,043, 69,257, 79,630, 115,913 115,220
Target  Retribusi 39,951, 38,487, 40,463, 44,281, 62,971, 66,549, 84,141, 86,772, 84,844, 135,664
Rasio Efektifitas 92.78% 98.66% 101.24% 90.29% 93.26% 93.23% 82.31% 91.77% 136.62% 84.93%


























Setelah penerapan UU No 28 Tahun 2009, efektivitas retribusi daerah 
mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 82,31% dengan rasio -11,7% 
dari tahun 2011 dengan rasio efektivitas sebesar 93,23%. Pada tahun 2013-2014 
rasio efektivitas retribusi daerah mengalami peningkatan. Di mana pada tahun 
2013 sebesar 91,77% dengan rasio 11,49% dan pada tahun 2014 sebesar 
136,6% dengan rasio sebesar 48,87%. Pada tahun 2015 rasio efektivitas 
retribusi mengalami penurunan sebesar 84,93% dengan rasio -37,8%. Dengan 
demikian rasio efektivitas retribusi terbesar terjadi pada tahun 2014 dan terendah 
pada tahun 2012. Dari hasil tersebut, average persentase rasio efektivitas 
retribusi daerah terhadap PAD dari tahun 2011 hingga tahun 2015 adalah 
sebesar 97.77%. Dari hasil tersebut, rasio efektivitas retribusi daerah terhadap 
PAD masuk dalam kategori sangat efektif karena telah melebihi 90%. Sebelum 
diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009, rasio efektivitas retribusi daerah terhadap 
PAD sebesar 95,24% dan setelah diterapkan sebesar 97,77%. Dengan demikian 




4.3.3. Kemandirian Fiskal Kota Makassar Periode Sebelum Dan Sesudah 
Ditetapkan Undang-undang No. 28  Tahun 2009 
Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari 
cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang finansial, kemampuan 
keuangan ini salah satu indikator guna mengukur kemandirian fiskal daerah 
otonom. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat 





Analisis keuangan suatu teknik pembahasan yang mengutamakan 
pengkajian secara mendalam dengan cara menguraikan aspek-aspek 
penerimaan daerah baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun 
bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk mengetahui peranannya 
masing-masing terhadap kemandirian keuangan daerah. Berikut hasil wawancara 
dengan A. Zulfitra Dianta, S.IP, M.A terkait Kemandirian. 
“kemandirian merupakan suatu sikap untuk mandiri dalam menghadapi 
situasi dan kondisi di Iingkungan tanpa melepaskan diri dari 
ketergantungan dengan orang lain, pada akhirnya akan mampu berpikir 
dan bertindak sendiri”(wawancara 14/10/2016). 
Rasio Kemandirian fiskal menunjukkan tingkat kemampuan suatu  daerah 
dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan  pelayanan 
kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber 
pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh 
besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dibandingkan dengan 
pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak eksternal) antara lain : 
Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak  Sumber Daya Alam, Dana Pusat 
Alokasi Umum dan Dana Pusat Alokasi Khusus, Dana Pusat Darurat dan Dana 
Pusat Pinjaman. 
Pengukuran kinerja (performance measurement) merupakan suatu proses 
penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah 
ditentukan sebelumnya termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber 
daya dalam menghasilkan barang dan jasa untuk mengukur kualitas barang dan 
jasa, hasil kegiatan tersebut dibandingkan dengan maksud yang  diinginkan; dan 
menilai efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Dengan adanya pengukuran 
kinerja memungkinkan bagi unit kerja  pemerintahan untuk memonitor kinerja 
dalam menghasilkan keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan 





pimpinan  instansi dalam memonitor dan  memperbaiki kinerja serta fokus pada  
tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. 
Mengklasifikasikan tingkat kemandirian tersebut sebagai berikut: 
T a b e l  4 . 3 .  Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah 
Kemampuan Daerah Kemandirian Pola Hubungan 
Rendah Sekali 0%-25% Instruktif 
Rendah 25%-50% Konsultatif 
Sedang 50%-75% Partisipatif 
Tinggi 75%-100% Delegatif 
(Sumber : Hersey dan Blanchard dalam Halim 2004:189) 
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap 
sumber Dana Pusat eksternal. Semakin tinggi resiko kemandirian mengandung 
arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal  
semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga  
menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.  
Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat  dalam 
membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama  
pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan 
retribusi daerah menggambarkan bahwa timgkat kesejahteraan masyarakat  
semakin tinggi. Berikut pengertian dari rasio kemandirian. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Bapak A. Taufik (Kepala Seksi Pengkajian dan Hukum). 
“Rasio kemandirian dapat memberikan kita suatu gambaran mengenai  tingkat 
kemampuan pemerintah daerah dalam hal membiayai sendiri kegiatan 
pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat 
daerah tersebut dengan meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan 
atas bantuan pemerintah (wawancara 06/10/2016 ). 
Berdasarkaan kutipan wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa 





membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat. Pembiayaan secara sndiri pemerintah daerah dengan meningkatkan 
PAD dan mengurangi ketergantungan atas bantuan pemerintah. Berikut grafik rasio 
kemandirian fiskal Kota Makassar periode sebelum dan sudah diberlakukannya undang-
undang No 28 Tahun 2009. 
Grafik 4.10. Rasio Kemandirian Fiskal Kota Makassar Sebelum Dan Sesudah 
diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 Periode 2006-2015. 
 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD), tahun 2016. 
Grafik 4.10. rasio kemandirian fiskal kota makassar sebelum dan sesudah 
diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009, terlihat selama masa pengamatan sebelum 
diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 yakni tahun 2006 sampai dengan 2010 
persentase rasio kemandirian fiskal kota Makassar mengalami penurunan dari 
tahun 2007-2008. Pada tahun 2007 rasio kemandirian fiskal Kota Makassar 
adalah sebesar 16,89% dengan rasio -1,33% dari tahun 2006 sebesar 17,12%. 
Pada tahun 2008 menurun kembali sebesar 15,71% dengan rasio -6,99 dari 
tahun 2007. Pada tahun 2009 kemandirian fiskal adalah sebesar 16,35% dengan 
rasio 4,05%. Begitupula pada tahun 2010 kemandirian fiskal mengalami 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PAD 120,890,136,626,154,912,170,698,209,135,351,692,484,972,627,221,729,271,828,857,
Total Pendapatan Daerah (exclude PAD) 706,263,808,914,986,117,1,044,291,207,431,375,231,559,991,738,851,895,511,392,05
Rasio Kemandirian Fiskal 17.12% 16.89% 15.71% 16.35% 17.32% 25.57% 31.09% 36.07% 38.47% 59.54%


























peningkatan sebesar 17,32% dengan rasio 5,96%. Rasio kemandirian fiskal Kota 
Makassar tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2007. 
Average persentase rasio kemandirian fiskal Kota Makassar sebelum penetapan 
UU No. 28 Tahun 2009 adalah 16,68%. Dengan hasil ini maka dapat diketahui 
bahwa kemampuan Kota Makassar berada pada tingkat yang rendah sekali 
antara 0-25%, dengan pola hubungan yang terjalin adalah instruktif antara 
Pemerintah Kota Makassar dengan Pemerintah Pusat. 
Setelah penerapan UU No. 28 Tahun 2009, kemandirian fiskal Kota 
Makassar mengalami peningkatan dari t ahun ke tahun sejak 2011-2015. Pada 
tahun 2011 rasio kemandirian fiskal adalah sebesar 25,57% dengan rasio 
peningkatan 47,65% dari tahun 2010 sebelum penerapan UU No. 28 Tahun 
2009. Pada tahun 2012 rasio kemandirian fiskal adalah sebesar 31,09% dengan 
rasio 21,56%. Pada tahun 2013 rasio kemandirian fiskal adalah sebesar 36,07% 
dengan rasio 16,03%. Pada tahun 2014 meningkat lagi sebesar 38,47% dengan 
rasio 6,66% dan pada tahun 2015 rasio kemandirian fiskal adalah sebesar 
59,54% dengan rasio 54,76%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa rasio 
kemandirian fiskal tertinggi setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 adalah 
tahun 2015 dan terendah terjadi pada tahun 2011. Average persentase rasio 
kemandirian fiskal Kota Makassar setelah penetapan UU No. 28 Tahun 2009 
adalah 38.15%. Dengan hasil ini maka dapat diketahui bahwa kemampuan Kota 
Makassar berada pada tingkat yang rendah karena telah melebihi 25%, dengan 
pola hubungan yang terjalin adalah konsultatif antara Pemerintah Kota Makassar 
dengan Pemerintah Pusat. Sebelum diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009, rasio 
kemandirian fiskal Kota Makassar adalah sebesar 16,68% dan setelah 
diterapkan adalah sebesar 38,15%. Dengan demikian terjadi peningkatan rasio 





sebesar 21,47%. Atau lebih dari dua kali lipat peningkatannya dibandingkan 
sebelum diberlakukannya UU tersebut. 
Rendahnya kemandiran fiskal Kota Makassar hal ini tidak terlepas dari 
bagaimana daerah megelolah dan memaksimalkan potensi dari pajak dan 
retribusi daerah sehingga memperkuat PAD untuk menunjang kemandirian 
daerah, masih terdapatnya beberapa hambatan dalam Melaksanakan 
Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah. Berikut hasil wawancara 
dengan A. Zulfitra Dianta, S.IP, M.A terkait menganai hambatan dalam 
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; 
“Kurangnya informasi, komunikasi, dan sosialisai tentang perpajakan 
daerah kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan wajib pajak 
umumnya kurang mengetahui secara pasti kewajiban perpajakan 
sehingga sangat berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak 
daerah itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang tidak taat dalam 
membayar pajak namun tidak ada tindakan dan sanksi yang tegas dan 
rumusan hukum yang ada sulit dilaksanakan untuk menindak kejahatan 
perpajakan. Pelayanan ataupun prosedur adminstrasi perpajakan 
daerah yang kurang efektif menyebabkan masyarakat pembayar pajak 
merasa kesulitan dalam mengurus pembayaran pajak, sehingga 
masyarakat tidak patuh membayar pajak.” (wawancara 14/10/2016). 
 Berdasarkan hasil wawancara bersama informan ada beberapa 
hambatan-hambatan yang dialami dalam pemungutan pajak daerah dapat 
ditanggulangi dengan diadakan penyuluhan atau pemberitahuan kepada 
masyarakat tentang manfaat membayar pajak Pemerintah Daerah perlu meneliti 
masyarakat yang tidak membayar pajak dan penetapan mekanisme reword and 
punishment. Pemerintah Daerah perlu melakukan penyederhanaan prosedur 
administrasi untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak 
daerah, sehingga diharapakan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak 
Selain dari sisi pajak dan retribusi daerah, pemerintah dapat melakukan 
upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja badan 





membuka BUMD baru, melalui optimalisasi BUMD setidaknya pemerintah daerah 
dapat memperoleh pendapatan melalui dividen. Sehingga hal ini bisa 
meningkatkan Pendapatan asli derah yang akan meningkatkan kemandirian 
fiskal daerah. 
4.3.4. Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Periode Sebelum Dan 
Sesudah Ditetapkan Undang-undang No. 28  Tahun 2009 
Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan 
kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pemerintah daerah 
diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah 
pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan 
kemampuan daerah. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat : menciptakan 
efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas 
pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ruang bagi 
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. 
Otonomi daerah ditunjukan untuk meningkatkan kemandirian daerah. 
Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian 
adalah Pendapatan Asli Daerah. Salah satu faktor yang dapat mendorong 
semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. 
Kenaikan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan 
PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Adanya 
kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi 





mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait 
dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor 
jasa, dan sektor-sektor lainnya 
Belum optimalnya kontribusi PAD dalam mendanai pembangunan dan 
penyelenggara pemerintahan daerah belum sejalan dengan spirit desentralisasi 
fiskal dan otonomi daerah. tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah 
meningkatkan kemandirian daerah. kebijakan tersebut diharapkan dapar 
pemberdayaan masyarakat memberikan manfaat baik secara makro maupun 
mikro bagi perekonomian daerah dengan menumbuh kembangkan sektor rill, 
mendorong upaya pemberdayaan masyarakat, dalam upaya meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi.  
Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran umum dari hasil kerja 
pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selalu 
menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah 
berikut Grafik 4.11. periode sebelum dan sesudah diberakukannya undang –
undang no 28 tahun 2009. 
Grafik 4.11. Pertumbuhan Ekonomi Periode Sebelum Dan Sesudah  
diberlakukan UU no 28 Tahun 2009 Periode 2006-2015. 
 





















PAD 120,8 136,6 154,9 170,6 209,1 351,6 484,9 627,2 729,2 828,8


















Pada Grafik 4.11. Pertumbuhan Ekonomi Periode Sebelum Dan Sesudah  
diberlakukan UU no 28 Tahun 2009 Periode Tahun 2006-2015, terlihat Selama 
periode pengamatan sebelum diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009, pada 
tahun 2006 pertumbuhan ekonomi sebesar 8.09%. pada tahun 2007 meningkat 
sebesar 8.11%, selanjutnya pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mengalami 
peningkatan yang lebih baik sebesar 10.52%. Setelah itu pada tahun 2009 
pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dengan persentase 9,2%. Naik lagi 
di tahun 2010 sebesar 9,83%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 
pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2008 dan 
terendah pada tahun 2006. Dengan demikian average pertumbuhan ekonomi 
Kota Makassar adalah sebesar 9.15%. 
Setelah penerapan UU No 28 Tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Kota 
Makassar mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 9,88% dari tahun 
2011 sebesar 9,65%. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar 
mengalami penurunan sebesar 8,91 %, pada tahun 2014 mengalami penurunan 
7,4% dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 7,44%. Dari hasil 
tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan tertinggi setelah penerapan UU No. 
28 Tahun 2009 terjadi pada tahun 2012 dan terendah pada tahun 2014. Dengan 
demikian average pertumbuhan ekonomi Kota Makassar adalah sebesar 8,65%. 
Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sebelum penerapan UU No. 28 
Tahun 2009 adalah sebesar 9,15% dan setelah penerapan UU tersebut adalah 
sebesar 8,65%. Dari kedua hasil tersebut terjadi penurunan pertumbuhan 
ekonomi di Kota Makassar sebesar 0,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi sebelum penerapan UU No. 28 Tahun 2009 lebih baik 





Implementasi desentralisasi fiskal akan memberikan dampak postif 
terhadap distribusi pendapatan masyarakat melalui kebijakan pengeluaran, 
kebijakan fiskal dan desain sumbangsi pemerintah pusat kepada daerah yang 
menekankan pada kebijakan pengangguran kesenjangan daerah, pemerintah 
sebagai otoritas yang berkuasa penuh atas pengelolaan APBD diharapkan dapat 
memanfaatkan APBD sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, memperbaiki kualitas layanan publik, dan menjadi stimulus 
pertumbuhan ekonomi daerah. 
Secara teoritis, kebijakan belanja pemerintah daerah dapat 
mempengaruhi tingkat pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. 
Belanja modal merupakan salah satu jenis pengeluaran pemerintah yang 
memiliki pengeluaran yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
suatu daerah, oleh karena itu, semakin besar nilai belanja modal semakin baik 
pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, diharapkan pemerintah daerah 
dapat memberikan alokasi belanja modal daerah daerah yang lebih besar untuk 
pembangunan jalan dan irigasi dan jaringan di mana hal tersebut sangat 
mendukung kegiatan perekonomian masyarakat di daerah tersebut karena 












KESIMPULAN & SARAN 
5.1. Kesimpulan 
1. Penambahan pajak dan retribusi daerah pada tingkat kab/kota setelah 
penetapan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 ada 4 yakni PBB 
perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB), pajak sarang burung walet,dan pajak air tanah,sedangkan 
penambahan retribusi daerah setelah penetapan Undang-Undang No. 28 
Tahun 2009 ada 4 yakni;  penambahan jenis retribusi yang dikelolah 
daerah yakni retribusi tera/tera ulang, retribusi pengendalian menara 
telekomunikasi, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi izin usaha 
perikanan. 
2. Rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebelum dan setelah 
diterapkan Undang-Undang no 28 Tahun 2009, maka average rasio 
kontribusi pajak sebelum diterapkan undang-undang dengan rasio 
kontribusi sebesar 64.43%, lebih baik setelah diterapkan undang-undang 
dengan rasio kontribusi sebesar 75.07%. 
3. Rasio kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebelum dan setelah 
diterapkan Undang-Undang no 28 Tahun 2009, maka average rasio 
kontribusi retribusi sebelum diterapkan undang-undang sebesar 27.28% 
lebih baik dibandingkan average rasio kontribusi retribusi setelah 
diterapkan undang-undang dengan rasio kontribusi sebesar 14.23%. 
4. Rasio efektivitas pajak daerah terhadap PAD periode sebelum dan 
setelah diterapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, maka average 





105.31% lebih baik dibandingkan average rasio efektivitas pajak setelah 
diterapkan undang-undang dengan rasio efektivitas sebesar 104.95%. 
5. Rasio efektivitas retribusi daerah terhadap PAD periode sebelum dan 
setelah diterapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, maka average 
rasio efektivitas retribusi sebelum diterapkan undang-undang dengan 
rasio efektivitas sebesar 95.25%. lebih baik setelah diterapkan undang-
undang dengan rasio efektivitas sebesar 97.77%. 
6. Rasio kemandirian fiskal daerah Kota Makassar periode sebelum dan 
setelah diterapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, maka average 
rasio kemandirian fiskal sebelum diterapkan undang-undang dengan rasio 
kemandirian fiskal sebesar 16.68% dengan kriteria kemandirian fiskal 
sangat rendah beserta pola  hubungan bersifat instruktif, lebih baik  
setelah diterapkan undang-undang dengan rasio kemandirian fiskal 
sebesar 38.15% dengan kriteria  rendah beserta pola hubungan bersifat 
konsultatif.  
7. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar periode sebelum dan setelah 
diterapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, maka average 
pertumbuhan ekonomi kota Makassar sebelum diberlakukannya undang-
undang sebesar 9.15% lebih baik dibandingkan dengan average 
pertumbuhan ekonomi kota Makassar periode setelah diterapkan undang-
undang dengan persentase pertumbuhan  sebesar 8.65%. 
 
5.2. SARAN 
1. Pemerintah   Kota   Makassar   harus   lebih   memperhatikan proses 





prosedur yang berlaku untuk menghindari ketidakpatuhan membayar 
pajak oleh wajib pajak. 
2. Diadakan penyuluhan atau pemberitahuan kepada masyarakat tentang 
manfaat membayar pajak dan retribusi dareah, serta Pemerintah Daerah 
perlu meneliti masyarakat yang tidak membayar pajak  dan retribusi 
penetapan mekanisme reword and punishment. pemerintah Daerah perlu 
melakukan penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi 
kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak daerah dan retribusi daerah 
, sehingga diharapakan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. 
3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk lebih memperhatikan 
sanksi yang diberikan kepada wajib pajak sehingga dapat menimbulkan 
efek jera kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar kewajibannya. 
4. Penelitian ini membahas secara umum gambaran tentang kontribusi, 
efektivitas, serta kemandirian fiskal Pajak Daerah dan Retribus Daerah, 
dalam penelitian ini terdapat adanya keterbatasan dalam penelitian ini, 
maka diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan 
penelitian secara mendalam sehingga bisa memberikan bagaimana  
hubungan serta besaran pengaruh dalam mempengaruhi kontribusi, 
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